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ABSTRAK

Ulfa Razia, 2017, SKRIPSI. Judul: “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana
Desa Di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten
Banyuwangi”

Pembimbing : Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM

Kata Kunci  : Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas
pengelolaan dana publik oleh pemerintah. Suatu bentuk tanggungjawab pemerintah
untuk meningkatkan pembangunan mulai dari tingkat perdesaan dengan
memberikan suatu dana khusus yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Desa
merupakan daerah otonom, dimana dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan yang sesuai dengan peraturan undang-undang. Pemerintah desa
diharapkan sudah paham mengenai bagaimana pelaksanaan dalam mengeloa
keuangan dana desa tersebut. Di dalam mengelola keuangan dana desa, pemerintah
desa dituntut untuk bertanggung jawab dengan menggunakan asas-asas Yaitu
akuntabel, transparan, dan partisipatif. Dengan begitu, di dalam
pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dana desa bisa menjadi lebih
akurat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan
menggambarkan objek penelitian dalam bentuk kata-kata atau pernyataan secara
realitas empiris dan sistematis dibalik fenomena yang ada. Data yang digunakan
oleh peneliti adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan dana desa di desa Kampunganyar
kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Kampunganyar masih kurang
akuntabel, hal ini disebabkan karena adanya ketidaksesuaian dalam pelaporan
laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat. Akan tetapi sudah
transparan, hal ini disebabkan dari beberapa tahap dalam pengelolaan keuangan
dana desa dilakukan dengan secara terbuka (bebas). Dalam hal partisipatif, Desa
Kampunganyar sudah melakukan dengan baik seperti halnya dalam penyusunan
RPJM Desa, RKP Desa, dan peraturan desa tentang APB Desa atau pada tahap-
tahap dalam mengelola keuangan dana desa itu melibatkan unsur masyarakat yang
tidak hanya perangkat desa.

Xiv



ABSTRACT

Ulfa Razia, 2017, Thesis. Title: “Accountability of Financial Management Funds
Villages in the District Kampunganyar of Glagah Banyuwangi

District”
Consultant  : Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM
Keywords : Accountability, Financial Management Villages Funds

Accountability is a form of responsibility for the public funds by the
government. A form of responsibility the government to accelerate the development
startin fom the rural by provide a special fund called Alokasi Dana Desa (ADD).
The village is autonomous region, where can arrage and organizing own affairs
government in accordance with the law. The village administration is expected to
know about how of execution in financial manage funds the village. In financial
management village funds, the village administration sued for responsible using
principle namely accountable, transparent, and participatory. So, in the
responsibility of financial management village funds could be more accurate.

The research used the qualitative descriptive by describing object research
in the form of words or statement in reality empirical and systematic phenomenon
is behid. The data used by research are primary and secondary data obtained through
observation, interview, and documentation. So the purpose of research is to find
how financial management funds village in the district Kampunganyar Glagah
Banyuwangi district.

The result showed that the village Kampunganyar is weak accountable, this
is because the mismatch for reporting report to the through the head of. But is
transparent, it is beause of some stage in financial management village funds done
with openly (free). In terms of participatory, village Kampunganyar have done well
as with the RPJM village, RKP village, and Village Regulations on APB village or
on step in managing village funds financial it involves community elements that not
only village officials.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem
otonomi daerah. Sebagaimana yang sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 23
Tahun 2014 yang dirubah menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Otonomi daerah merupakan hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
Urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahun 2017 pemerintah lebih memilih berfokus pada pembangunan desa
dan daerah pinggiran. Hal itu diharapkan akan menjadi pemicu agar dapat
mendongkrak perekonomian warga khususnya di daerahnya. Maka, dengan
diterapkannya sistem otonomi daerah di Indonesia, Negara Indonesia dapat
memaksimalkan pembangunan nasional khususnya pembangunan desa dan daerah
pinggiran.

Data terakhir jumlah Provinsi di Indonesia sebanyak 34 (tiga puluh empat)
Provinsi dengan sejumliah 74.093 (tujuh puluh empat ribu sembilan puluh tiga) desa
dan 8.300 (delapan ribu tiga ratus) kelurahan (Ditjen Administrasi Kependudukan
Depdagri, 2015). Ini artinya bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sekitar 89% (delapan puluh sembilan per seratus) berupa pemerintahan desa dan
hanya sekitar 11% (sebelas per seratus) berupa pemerintahan kelurahan yang

bersifat perkotaan. Sedangkan untuk di Provinsi Jawa Timur terdapat sebanyak



7.724 (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat) desa, 777 (tujuh ratus tujuh puluh
tujuh) kelurahan, dan 664 (enam ratus enam puluh empat) kecamatan yang tersebar
di 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 9 (sembilan) kota yang salah satunya
adalah Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan data tersebut maka kedudukan desa
sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara
Indonesia.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa, menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat merealisasikan
Undang-Undang 6 Tahun 2014 diperlukan kesiapan yang matang, tidak hanya dari
pemerintah desa namun juga seluruh elemen yang berada di atasnya, baik
pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Dalam Undang-
Undang Desa juga mengatur mengenai sumber-sumber pembiayaan di desa,
sumber-sumber pendapatan di desa tersebut seperti halnya Pendapatan Asli Desa
(PAD), alokasi dari APBN, bagi hasil dari Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota,
bantuan keuangan dari provinsi dan Kabupaten/Kota, hibah atau sumbangan pihak

ketiga yang tidak mengikat serta pendapatan desa lain yang sah.



Pemahaman tentang akuntansi dan pembukuan juga menjadi hal yang wajib
dipahami bagi aparatur desa, sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri No. 113
Tahun 2013 bahwa kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa sepenuhnya
dipegang oleh Kepala Desa dan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
(PTPKD) yang diambil dari perangkat lainnya, yaitu sekertaris, kepala seksi dan
bendahara. Dengan demikian pengelolaan anggaran desa harus mampu dikelola
dengan baik. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Deni Tri
Darmawanto (2016) yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Pada Pemerintah Desa
Sendangagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro) mengungkapkan
bahwa belum ada kesesuaian antara proses perencanaan keuangan Desa
Sendangagung dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, dikarenakan kondisi
desa yang masih dalam masa transisi, baik kepemerintahan maupun perundang-
undangan sehingga tata kelola kepemerintahan Desa Sendangagung dalam kondisi
yang kurang stabil.

Pada tahun 2017, jumlah dana transfer ke daerah dan dana desa dari APBN
mencapai Rp. 764,9 triliun yang lebih besar dari belanja kementerian dan lembaga.
Pemerintah juga akan mengucurkan dana desa sebesar Rp. 60 triliun (Fakhrizal,
2017). Dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima
kabupaten/kota memiliki jumlah yang begitu besar maka dengan itu pemerintah
menuntut agar perkembangan di dalam desa berjalan dengan baik, serta dana desa
yang diterima harus dikeluarkan sesuai dengan rencana-rencana yang akan

digunakan untuk kepentingan masyarakat desa sekitar tersebut.



Peraturan Bupati Banyuwangi No. 7 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Banyuwangi No. 14 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata
Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi menjelaskan
bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola
dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih
banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu daerah tingkat dua yang berada di
Provinsi Jawa Timur dengan kode wilayah 35.10. Kabupaten Banyuwangi memiliki
jumlah kecamatan yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) kecamatan, dan 28 (dua
puluh delapan) kelurahan, serta 189 (seratus delapan puluh sembilan) desa.
Kabupaten Banyuwangi saat ini menerapkan program Smart Kampung di berbagai
desa, dimana program tersebut merupakan program pengembangan desa
terintegrasi yang memadukan antara penggunaan TIK berbasis serat optik,
peningkatan kualitas pelayanan publik, kegiatan ekonomi produktif, peningkatan
pendidikan hingga kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan. Dengan adanya
program tersebut, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menambah pengalokasian
dana desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Pada tahun 2016
Kabupaten Banyuwangi sudah menerapkan program tersebut di 41 (empat puluh
satu) desa, dan tahun 2017 Kabupaten Banyuwangi mempersiapkan 176 (seratus
tujuh puluh enam) desa lainnya untuk penerapan program Smart Kampung.

(Rudiantara, 2016)



Salah satu alasan peneliti memilih objek tersebut karena di Kabupaten
Banyuwangi terdapat program Smart Kampung dimana program tersebut di danai
secara langsung oleh pemerintah kabupaten. Dan Desa Kampunganyar merupakan
salah satu desa dari 41 desa yang sudah menerapkan program tersebut. Selain
dengan adanya program Smart Kampung, terdapat beberapa program lainnya yang
dilaksanakan oleh Desa Kampunganyar untuk dapat mensejahterakan masyarakat
desa tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang
berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa
Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan
di pecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Dana Desa di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten
Banyuwangi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan maka tujuan penelitian

ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan dana

desa di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.



1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Mengembangkan kreatifitas mahasiswa dalam menganalisis suatu kasus.

2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan ide-
ide dalam praktik dunia kerja dan membandingkannya dengan teori-teori
yang didapat dalam perkuliahan.

3. Sebagai pengetahuan tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan dana
desa di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten
Banyuwangi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai masukan dan saran bagi Desa Kampunganyar Kecamatan
Glagah Kabupaten Banyuwangi guna penyempurnaan akuntabilitas
pengelolaan dana desa.

2. Mengetahui hambatan-hambatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana

desa atas berlangsungnya program-program yang dilaksanakan.
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2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini diantaranya Huri
dan Supatmokopada (2015) misalnya, dalam penelitiannya yang berjudul
“Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Proses
Pembangunan di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi pada
Tahun 2014”, yang meneliti bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan dan
pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam proses pembangunan di Desa Dasri. Hasil
penelitian ~ yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa pelaksanaan dan
pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa sudah menerapkan prinsip
akuntabel.

Apriliani (2014) “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Di Desa Kedungrejo
Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi” yang meneliti bagaimana
akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Di Desa Kedungrejo dalam hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan dan pertanggungjawaban di Desa
Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi telah memenuhi prosedur
yang beriaku. Pengelolaan ADD juga dapat dikatakan telah cukup baik dan sesuai
dengan pedoman yang berlaku.

Zakiyah (2015) “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa
tahun 2014 di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang” yang
meneliti bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa di

Desa Pujon Kidul dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan



keuangan atas alokasi dana desa (ADD) di desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon
Kabupaten Malang tahun 2014 sudah akuntabel dalam pengelolaannya.
Darmawanto (2016) “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Pada Pemerintah Desa Sendangagung
Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)” yang meneliti bagaimana
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang No. 6
Tahun 2014 di Desa Sendangagung dalam penelitiannya menunjukkan bahwa
belum ada kesesuaian antara proses perencanaan keuangan Desa Sendangagung
dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, dikarenakan kondisi desa yang masih
dalam masa transisi, baik kepemerintahan maupun perundang-undangan sehingga
tata kelola kepemerintahan Desa Sendangagung dalam kondisi yang kurang stabil.
Susilo (2016) “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mewujudkan
Good Governance (Studi Kasus pada Desa Banggle Kecamatan Sukorame
Kabupaten Lamongan)” yang meneliti bagaimana pengelolaan alokasi dana desa
untuk mewujudkan Good Governance dalam penelitiannya menunjukkan bahwa
ditinjau dari segi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam perencanaan,
perencanaan pengelolaan alokasi dana desa sudah sesuai dengan permendagri 114

tahun 2014.



Proses

Tabel 2.1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu
Nama. Varia_bel dan N
No | Tahun, Judul | 'ndikator | Metode/Analisis | . ) penelitian
g atau Fokus Data
Penelitian Iy
Penelitian
1. | Risti Valentina | Akuntabilitas | Metode yang | Menunjukkan bahwa
Huri dan | Pengelolaan | digunakan tahap perencanaan,
Djoko dan adalah  metode | pelaksanaan dan
Supatmoko Pemanfaatan | kualitatif pertanggungjawaban
(2015) ADD pengelolaan alokasi
Akuntabilitas dana desa sudah
Pengelolaan menerapkan prinsip
dan akuntabel  dengan
Pemanfaatan menggunakan
Alokasi Dana indikator partisipatif,
Desa  dalam transparan dan

responsif sesuai

Pembangunan dengan pedoman
di Desa Dasri yang berlaku.
Kecamatan
Tegalsari
Kabupaten
Banyuwangi
pada  Tahun
2104

2. | Sherly Gresita | Akuntabilitas | Metode yang | Hasil dari penelitian
Apriliani Pengelolaan | digunakan tersebut
(2014) ADD adalah  metode | menunjukkan bahwa
Akuntablitas kualitatif pada tahap
Pengelolaan perencanaan,
Alokasi Dana pelaksanaan dan
Di Desa pertanggungjawaban
Kedungrejo di Desa Kedungrejo
Kecamatan Kecamatan Muncar
Muncar Kabupaten
Kabupaten Banyuwangi  telah
Banyuwangi memenuhi prosedur

yang berlaku.
Pengelolaan ADD di
Desa  Kedungrejo
dapat dikatakan telah
cukup baik dan
sesuai dengan
pedoman yang
berlaku.




Tabel 2.1 (Lanjutan)
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu
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Nama. Varia_bel dan N
No | Tahun, Judul | 'ndikator - Metode/Analisis | o) penejitian
Penelitian atau F_o_kus Data
Penelitian

3. | Zakiyah Akuntabilitas | Metode yang | Disimpulkan
(2015) Pengelolaan digunakan bahwa pengelolaan
Akuntabilitas | Keuangan adalah  metode | keuangan atas
Pengelolaan Desa kualitatif alokasi dana desa
Keuangan (ADD) di desa
Atas Alokasi Pujon Kidul
Dana Desa Kecamatan Pujon
Tahun 2014 Kabupaten Malang
Di Desa Pujon tahun 2014 sudah
Kidul akuntabel  dalam
Kecamatan pengelolaannya.
Pujon
Kabupaten
Malang

4. | Deni Tri | Akuntabilitas | Metode yang | Menunjukkan
Darmawanto | Pengelolaan digunakan bahwa belum ada
(2016) dan Undang- | adalah metode | kesesuaian antara
Akuntabilitas | Undang No. 6 | kualitatif proses perencanaan
Pengelolaan Tahun 2014 keuangan Desa
Keuangan Sendangagung
Desa dengan
Berdasarkan Permendagri
Undang- Nomor 114 Tahun
Undang No. 6 2014, dikarenakan
Tahun 2014 kondisi desa yang
(Studi  Pada masih dalam masa
Pemerintah transisi, baik
Desa kepemerintahan
Sendangagung maupun
Kecamatan perundang-
Sumberrejo undangan sehingga
Kabupaten tata kelola
Bojonegoro) kepemerintahan

Desa
Sendangagung
dalam kondisi yang
kurang stabil.




Tabel 2.1 (Lanjutan)

Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu
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Nama. Varia_bel dan -
No | Tahun, Judul Indikator Metode/Analisis Hasil Penelitian
g atau Fokus Data
Penelitian o
Penelitian

5. | Joko Hadi | Akuntabilitas | Metode yang | Menunjukkan
Susilo (2016) | Pengelolaan digunakan bahwa ditinjau dari
Peneglolaan ADD dan | adalah metode | segi  akuntabilitas
Alokasi Dana | Good kualitatif pengelolaan alokasi
Desa (ADD) | Governance dana desa dalam
Untuk perencanaan,
Mewujudkan perencanaan
Good pengelolaan alokasi
Governance dana desa sudah
(Studi  Kasus sesuai dengan
pada Desa permendagri 114
Banggle tahun 2014
Kecamatan
Sukorame
Kabupaten
Lamongan)

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu diatas, terdapat perbedaan antara
penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan
sekarang yaitu terletak pada fokus penelitian, periode penelitian serta lokasi
penelitian. Pada penelitian kali ini melihat dari akuntabilitas atau
pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa yang di dalamnya terdapat
program smart kampung serta program-program umum yang dilaksanakan yang
bertujuan hanya untuk pengembangan desa atau mensejahterakan masyarakat desa.
Penelitian ini mengacu pada Undang-Undang yang berlaku dalam hal

pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa.
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2.2 Kajian Teoritis
2.2.1 Akuntabilitas

Terdapat berbagai definisi tentang akuntabilitas menurut beberapa ahli, yang

diuraikan sebagai berikut:
1. Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2010: 13) menyatakan pada dasarnya
akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat (public) adalah
pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan
kinerja financial pemerintah daerah kepada para pemangku kepentingan.
2. Abdul Hafiz Tanjung (2008: 9) menyatakan akuntabilitas adalah
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
A. Akuntabilitas Publik

Mardiasmo (2009: 21), akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu : (1)
akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada
otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban pemerintah daerah
kepada pemerintah pusat, dan (2) akuntabilitas horisontal adalah
pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Mahmudi (2010: 23) akuntabilitas publik adalah kewajiban agen
(pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan
segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya

publik kepada pihak pemberi mandat (prinsipal).
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B. Akuntabilitas Dalam Prespektif Islam

Konsep akuntabilitas dalam Islam berlaku secara keseluruhan di berbagai
bidang kehidupan. Prinsip akuntabilitas harus diterapkan setiap saat baik dalam
pekerjaan yang menyangkut kepentingan pribadi maupun kepentingan umat,
dalam proses maupun hasilnya. Dengan adanya prinsip akuntabilitas tersebut,
maka pekerjaan yang dibebankan akan bisa berjalan sesuai dengan yang
diharapkan.

Syariat islam menekankan pentingnya akuntabilitas dan tanggung jawab
dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang disebutkan dalam QS. An-Nabhl

(16) : 93 sebagai berikut:

Goass &S7Le FLy 558 e (s 2L (i Jd 1805 Bty 31 Kdasd A0 sLs 3l

Artinya:

Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja),
tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk
kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya
tentang apa yang telah kamu kerjakan. (16: 93)

Menurut Tafsir Al-Misbah menafsirkan bahwa dalam Al-Qur’an Surat An-
Nahl ayat 93 menyatakan sasly 4al Slaal &l oLG 4y (dan  jikalau Allah
menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja). Ayat ini
menunjukkan bahwa Allah Swt tidak menghendaki manusia dijadikan sebagai
satu umat saja, baik satu agama, satu pendapat, satu model bentuk tubuh manusia,
dan lain-lain. Perbedaan umat, suku, ras, agama dan lain-lain merupakan nikmat

yang luar biasa dan merupakan salah satu keadilan Allah Swt. Permasalahan yang

kemudian muncul ketika Allah menghendaki pebedaan tersebut adalah terletak
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pada perbedaan dalam memeluk agama maupun perbedaan terhadap jalan
hidupnya. Dalam Q.S An-Nahl ayat 93 di paparkan secara jelas bahwa Jway (S
L& (e s34z ¢Li (e yang artinya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki
dan memberi petunjuk siapa yang dikehendaki. Seolah-olah ayat ini menegaskan
bahwa Allah Swt tidak adil terhadap manusia. la pilih kasih terhadap makhluknya
sendiri. Hal ini dikarenakan Allah Swt hanya memberikan petunjuk kepada siapa
yang dikehendaki-Nya dan justru menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya pula.
Orang-orang yang disesatkan oleh Allah Swt pasti tidaklah beruntung dan kelak
ia akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Sebaliknya, manusia yang diberi
petunjuk oleh Allah Swt akan mendapatkan nikmat yang luar biasa di dalam surga.
sama sekali tidak mengindikasikan bahwa manusia tidak diberikan kebebasan
oleh Allah Swt. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberikan kebebasan yang
sebebas-bebasnya oleh Allah Swt untuk memilih jalan hidayah atau jalan
kesesatan. Namun demikian, Allah Swt tetap menganjurkan kepada seluruh umat
manusia untuk melakukan amal kebaikan, bukan amal keburukan. Ayat ini ditutup
dengan pernyataan Allah, yaitu .. x5t 5=, yang artinya “sesungguhnya kamu
pasti akan di tanya tentang apa yang telah kamu kerjakan” semakin membuktikan
bahwa manusia diberikan kebebasan oleh Allah Swt. Kebebasan manusia untuk
memilih jalan hidayah dan jalan kesesatan tentulah ada konsekuensinya. Sebagai
seorang khalifah di muka bumi, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas
kekhalifahannya. Apabila ia berhasil, maka ia akan mendapatkan reward berupa
kebahagiaan abadi. Bagi mereka yang gagal tentunya akan menerima sanksi dari

Allah Swt sebesar kegagalannya tersebut.
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C. Indikator dan Pengukuran Akuntabilitas

Dalam jurnal Meuthia (2003: 141) Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu
ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan
pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki
oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga,
berdasarkan tahapan sebuah program akuntabilitas dari setiap tahapan adalah:

a. Pembuatan sebuah keputusan
Tahap proses pembuatan keputusan, beberapa indikator untuk menjamin

akuntabilitas publik adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi
setiap warga yang membutuhkan.

2. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang
berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar
maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders.

3. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai
dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.

4. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan
konsekuenis mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak
terpenuhi.

5. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telahditetapkan

maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
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b. Sosialisasi Kebijakan
Tahap sosialisai kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas
publik adalah sebagai berikut:
1. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa,
media nirmassa, maupun media komunikasi personal.
2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara
mencapai sasaran suatu program.
3. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat
dan mekanisme pengaduan masyarakat.
Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah
dicapai oleh pemerintah.
D. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengelolaan artinya
penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan adalah
sumber daya yang diterima yang akan digunakan untuk penyelenggaraan
pendidikan. Pengelolaan keuangan dimaksudkan sebagai suatu pengelolaan
terhadap fungsi-fungsi keuangan.
E. Mulyasa (2002) menjelaskan bahwa tugas pengelolaan keuangan dapat
dibagi ke dalam tiga fase, yaitu:
1. Financial Planning
Financial Planning merupakan kegiatan mengkoordinir semua sumber daya
yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa

menyebabkan efek samping yang merugikan.
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2. Implementation

Merupakan kegiatan berdasarkan rencana yang tekah dibuat dan
kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan.
3. Evaluation

Merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran.

Terdapat empat prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang telah
dirumuskan dalam 3 paket UU Bidang Keuangan Negara, yaitu:

1. Akuntabilitas berdasarkan hasil atau Kinerja

2. Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah

3. Pemberdayaan manajer profesional

4. Adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional, dan mandiri
serta dihindarinya duplikasi pelaksanaan pemeriksaan.

Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip desentralisasi dan
otonomi daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 9 tahun 2015
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan demikian,
pelaksanaan tiga Undang-Undang bidang keuangan negara tersebut selain
menjadi acuan dalam pelaksanaan reformasi manajemen keuangan pemerintah,
diharapkan akan memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi

daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Indra, 2005: 53)
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2.2.2 Desa
A. Pengertian Desa

Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kesatuan
wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem
pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan
kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa pada Pasal 1 Ayat (1) dan
Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 sebagai
perubahan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
praksara masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Desentralisasi Desa

Desentralisasi desa merupakan kebijakan negara yang dibutuhkan untuk
mendukung otonomi desa ketika desa berada dalam formasi negara. Prinsip
dasar desentralisasi adalah pengakuan negara terhadap eksistensi desa (sebagai
kesatuan masyarakat hukum atau sebagai local self-government), yang kemudian
diikuti dengan pembagian kekuasaan, kewenangan, sumberdaya dan

tanggungjawab kepada desa. Untuk membuat desentralisasi desa bekerja, mau
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tidak mau, harus dimulai dari upaya membuat struktur pemerintahan secara non-
hirarkis. Indonesia sejak dulu mewarisi struktur pemerintahan tersusun secara
hirarkis ketika kesatuan hukum masyarakat lokal diintegrasikan ke dalam
formasi negara (Sutoro, 2014)

Formasi negara sudah tersusun secara hirarkis (pusat, provinsi, kabupaten dan
desa) sehingga menghilangkan struktur self-governing community. Hirarki itu
adalah realitas. Dalam memformulasikan otonomi desa, kita tidak bisa berangkat
dari titik nol, melainkan memperhatikan level (jika bukan diterima sebagai
hirarki) pemerintahan yang sudah ada: pusat, provinsi, kabupaten dan desa.
Provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi sentrum pembicaraan tentang basis
otonomi daerah/desa tentu tidak bisa saling meniadakan dan juga tidak bisa
memandang sebelag mata terhadap desa, yang konon mempunyai “otonomi asli”
dan self-governing community, jauh lebih tua daripada provinsi dan kabupaten.
Pembicaraan basis otonomi daerah pada kabupaten atau provinsi sebenarnya
tidak terlalu relevan, karena itu harus dibangun format otonomi yang mampu
melewati (beyond) batas-batas dan hirarki kabupaten maupun provinsi (Sutoro,
2014)

Tetapi praktek desentralisasi, mulai dari kebijakan sampai pada praktek
empirik pengelolaan kekuasaan, mengandung sejumlah kelemahan yang
ujungnya adalah ruang yang terbatas bagi otonomi daerah. Kelemahan pertama
bisa dilihat dari sisi paradigmatik atau pemahaman terhadap desentralisasi dan
otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah kerapkali dipahami secara

sempit hanya sebagai bentuk penyerahan urusan secara administratif, otonomi



20

dalam keuangan, maupun pengelolaan kewenangan pemerintah. Pemahaman itu
antara lain telah mengabaikan aspek pembagian kewajiban dan tanggungjawab
publik pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan
daerah (Sutoro, 2014)

Kelemahan kedua bisa dibidik dari sisi kebijakan maupun regulasi
pemerintah. Undang-Undang No. 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
justru lebih menekankan otonomi daerah berbasis pada kabupaten/kota,
sehingga tidak memberikan jaminan formal bagi otonomi desa. Undang-Undang
No. 9 tahun 2015 memang telah menggariskan bahwa desa merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di derah
kabupaten. Tetapi konsep ini tidak memberikan batas-batas otonomi yang lebih
besar dab konkret sebagaimana otonomi yang diterima kabupaten/kota, desa
bagaimanapun tetap dipandang sebelah mata oleh supradesa yang telah menjasi
subordinat yang harus tunduk pada pemerintah kabupaten. Desa hampir hilang
dari peta wacana, pemikiran dan kebijakan desentralisasi.

Kelemahan ketiga, dari sisi praktek empirik, desa hanya mempunyai
kewenangan yang sangat terbatas karena semuanya telah dikuasai oleh
kabupaten/kota. Setiap urusan pemerintahan dan keuangan desa dikendalikan
dengan regulasi kabupaten. Dalam prkateknya tidak sedikit perda kabupaten
tentang pemerintahan desa yang sebenarnya tidk relevan dengan kontekjs

kebutuhan desa dan dari sisi proses tidak melibatkan partisipasi desa.



21

Desentralisasi desa butuh dukungan kebijakan dan tindakan subsidiarty
kepada desa. Desentralisasi dan subsidiarty tidak bisa dipisahkan, ibarat dua sisi
dalam satu mata uang. Subsidiarty secara prinsipil menegaskan tentang alokasi
atau penggunaan kewenangan dalam tatanan politik, yang notabene tidak
mengenal kedaulatan tunggal di tangan pemerintah sentral. Subsidiarty terjadi
dalam konteks tranformasi institusi, sering sebagai bagian dari tawar-menawar
(bargaining) antara komunitas yang berdaulat (mandiri) dengan otoritas pusat.

Prinsip subsidiarity juga hendak mengurangi risiko-risiko bagi subunit
pemerintahan atau komunitas bawah dari pengaturan yang berlebihan
(overruled) oleh otoritas sentral. Berangkat dari ketakutan akan tirani,
subsidiarity menegaskan pembatasan kekuasaan otoritas sentral (pemerintah
lebih tinggi) dan sekaligus memberi ruang pada organisasi di bawah untuk
mengambil keputusan dan menggunakan kewenangan secara mandiri.

C. Penyelenggaran Desa

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Sesuai dengan
Undang-Undang No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Penyelenggara Pemerintah Desa berdasarkan asas, diantaranya: kepastian
hukum, tertib penyelengaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum,
keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan

efesiensi, kearifan lokal, keberagamaan dan partisipatif. Dalam melaksanakan
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tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud di dalam

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 pasal 26 ayat (2), Kepala Desa wajib :

1. Menyampaikan laporan penyelengoaraan Pemerintahan Desa setiap akhir
tahun anggaran kepada Bupati/Walikota

2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir
masa jabatan kepada Bupati/Walikota

3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara
tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran
dan,

4. Memberikan  dan/atau  menyebarkan informasi  penyelenggaraan
pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun
anggaran.

Di dalam pemilihan Kepala Desa terdapat beberapa panitian pemilihan yang
bertugas untuk mengadakan penjaringan dan penyaringan calon berdasarkan
persyaratan yang ditentukan. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil. Langsung disini merupakan Kepala Desa dipilih
langsung oleh Penduduk Desa. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui
beberapa tahap, yakni tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

2.2.3 Pengelolaan Keuangan Desa
Keuangan Desa menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 adalah semua hak
dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa

uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
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Hak dan kewajiban desa harus menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan,
dan pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Hanif Nurcholis (2011: 81) menjelaskan Keuangan Desa adalah
semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang
dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan Desa berasal
dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan
pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa di danai dari APBDesa,
bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai
dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat Yyang
diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.Menurut Undang-
Undang No. 6 tahun 2014 menyatakan bahwa sumber dari pendapatan desa
berasal dari :

1. Pendapatan asli desa yang teridiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan
partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa

2. Alokasi Anggaran Pendaoatan dan Belanja Negara

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling

sedikit 10%

4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang

diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10%

5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan

Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
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6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Menurut Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pada Bab
Il Pasal 2 menjelaskan bahwa pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa
secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya
dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan
masyarakat dalam penyusunannya. Di samping itu, keuangan desa harus
dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem
akuntansi keuangan pemerintahan.

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan
daerah, yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa sebagai
kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang
dipisahkan. Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu
oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), yaitu sekertaris desa
dan perangkat desa lainnya. Sekertaris desa bertindak selaku koordinator
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala
desa. Sedangkan untuk pemegang kas desa adalah bendahara desa. Berikut
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tetang

Pengelolaan Keuangan Desa:
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2.2.3.1 Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan  pembangunan
kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa
pada tahap perencanaan, pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan
desa secara berjangka, meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun dan,
b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Bab I
Bagian Kesatu menjelaskan bahwa dalam penyusunan rancangan RPJM Desa
memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta
rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatn desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa. Di dalam penyusunan RPJM Desa juga dengan
mengikutsertakan unsur masyarakat desa yang berarti bahwa dilaksanakan dengan
mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan
kabupaten/kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa. Penyusunan RPJM Desa
dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1) Pembentukan tim penyusun RPJM Desa. Dimana yang membentuk tim

penyusun adalah Kepala Desa yang selaku pembina, Sekretaris Desa selaku
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ketua, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris, dan
anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat,
kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Untuk
tim penyusun RPJM Desa berjulah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling
banyak 11 (sebelas) orang, yang dinataranya mengikutsertakan perempuan.
Tim penyusun RPJM Desa ditetapkan oleh keputusan kepala desa.

2) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
Dimana kegiatan tersebut dilakukan dengan cara mendata dan memilih rencana
program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa,
rencana tersebut dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintah
desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatn desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa. Hasil pendataan dan pemilahan tersebut akan dituangkan
dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan
masuk ke Desa, dan akan menjadi lampira hasil pengkajian keadaan Desa.

3) Pengkajian keadaan desa. Dimana tim penyusun RPJM Desa melakukan
pengkajian dengan kegiatan yang meliputi, penyelarasan data desa, penggalian
gagasan masyarakat, dan penyusunan laporan hasil pengkajian desa. Tim
penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan
pembangunan desa, menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa dan
melaporkan kepada Kepala Desa hasil dari pengkajian keadaan Desa
dilanjutkan dengan Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD dalam

rangka penyusunan rencana pembangunan Desa mea;ui musyawarah desa.
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4) Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Dimana
BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang dilaksanakan terhitung sejak
diterimanya laporan dari kepala desa. Musyawarah desa tersebut membahas
dan menepakati tentang laporan hasil pengkajian keadaan desa, rumusan arah
kebijakan pembanguna desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa,
dan rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa,
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa. Hasil dari kesepakatan musyawarah desa akan dituangkan ke
dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam
menyusun RPJM Desa.

5) Penyusunan rancangan RPJM Desa. Dimana tim penyusun RPJM Desa
menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara. Berita acara
tersebut akan diperiksa oleh Kepala Desa. Setelah diperiksa dan disetujui,
dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

6) Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan
pembangunan desa. Dimana kepala desa menyelenggarakan musyawarah
perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan
menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah tersebut diikuti oleh
pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat. Hasil dari kesepakatan
musyawarah tersebut akan dituangkan ke dalam berita acara.

7) Penetapan perubahan RPJM Desa. Dimana kepala desa mengarahkan tim
penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokuen rancangan RPJM Desa

berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah. Rancangan peraturan desa tentang
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RPJM Desa akan dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD

untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJM Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 RKP Desa merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. RKP Desa
disusun oleh pemerintah desa sesuai dngan informasi dari pemerintah daerah
kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan
pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa, dengan begitu RKP Desa mulai
disusun pemerintah desa pada bulan Juni tahun berjalan dan ditetapkan dengan
peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Berikut
penyusunan RKP Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 Bab Il Bagian Ketiga:

1) Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.
Dimana BPD menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan
rencana pembangunan desa, musyawarah ini diselenggarakan paling lambat
bulan Juni tahun berjalan. Hasil dari musyawarah akan menjadi pedoman bagi
pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
Musyawarah desa tersebut melaksanakan kegiatan yang meliputi, mencermati
ulang dokumen RPJM Desa, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen
RPJM Desa dan membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan
keahlian yang dibutuhkan.

2) Pembentukan tim penyusun RKP Desa. Dimana yang membentuk tim

penyusun RKP Desa adalah Kepala Desa yang ikut serta sebagai pembina,
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Sekretaris Desa sebagai ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat
sebagai sekretaris, dan angota yang meliputi perangkat desa, lembaga
pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa dan unsur
masyarakat. Jumlah tim penyusun sendiri paling sedikit berjumlah 7 (tujuh)
orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, diantaranya mengikutsertakan
perempuan. Pembentukan tim penyusun dilaksanakan paling lambat bulan Juni
tahun berjalan dan ditetappakn dengan keputusan Kepala Desa.

3) Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk
ke Desa. Dimana Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari
kabupaten/kota tentang pagu indikatif Desa, dan rencana program/kegiatan
pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota yang masuk ke Desa. Data tersebut diterima paling lambat
bulan Juli setiap tahun berjalan. Hasil dari pencermatan, tim penyusun RKP
Desa menyusun recana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan
dalam rancangan RKP Desa.

4) Pencermatan ulang RPJM Desa. Dimana tim penyusunan RKP Desa
mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk
1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

5) Penyusunan rancangan RKP Desa. Dimana rancangan RKP Desa paling sedikit
berisi tentang, evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas
program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa, prioritas
program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-

desa dan pihak ketiga, rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang
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dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, pelaksana kegiatan
desa, vang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.
Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran
Biaya (RAB) dan diverifiasi oleh tim verifikasi. Dalam hal menyetujui
rancangan RKP Desa, kepala desa menyelenggarakan musyawarah
perencanaan pembangunan.

6) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dimana
kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa
yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
Musyawarah tersebut diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur
masyarakat. Hasil kesepakatan musyawarah tersebut dituangkan ke dalam
berita acara. Kepala desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa melakukan
perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasrakan hasil kesepakatan
musyawarah.

7) Pentepan RKP Desa. Dimana Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa
dibahas dan disepakati oleh kepala desa, BPD untuk dtetapkan menjadi
peraturan desa tentang RKP Desa.

8) Perubahan RKP Desa.

9) Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB
Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan

dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran
keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan
program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Penyelenggaraan
pemerintahan desa yang output-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan
perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan
dituangkan dalam APB Desa. Dalam APB Desa inilah terlihat apa yang akan
dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan.

Pemerintah desa wajib membuat APB Desa. Melalui APB Desa kebijakan
desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan
anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian
pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan
sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.
Tanpa APB Desa pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan
kegiatan pelayanan publik.

Adapun struktur dari APB Desa itu sendiri adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang
merupakan hak desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar
kembali oleh desa. Pedapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok yang
terdiri dari:

a) Pendapatan Asli Desa

Kelompok PADesa terdiri atas jenis:
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1) Hasil Usaha, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas desa. Sumber
pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan
Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata
skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang
batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan
tidak untuk dijualbelikan.

2) Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian
umum dan jaringan irigasi.

3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong misalnya adalah membangun
dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa
tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Desa.

b) Pendapatan Transfer Desa

Kelompok Transfer terdiri atas jenis

1) Dana Desa
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui

APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara
nasional dalam APBN setiap tahun.
Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa

ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah
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(on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung
berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan
Desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung
dengan bobot:

a. 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota.

b. 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota.

c. 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks
kemahalan konstruksi.

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota
menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara
pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan
peraturan bupati/walikota.

Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa
berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan
desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot:

a. 30% untuk jumlah penduduk desa.
b. 20% untuk luas wilayah desa.
c. 50% untuk angka kemiskinan desa.
Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor pengali

hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi:
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ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan
komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas
wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis
bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Ketentuan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa di atas berdasarkan
PP 60 Tahun 2014. Saat penyusunan juklak bimkon, PP tersebut akan
dilakukan revisi dengan isu terpenting terkait pengalokasian dengan cara
90% dibagi merata, sedangkan 10% secara proporsional. Selain itu tahap IlI
penyaluran Dana Desa yang sebelumnya di Bulan November dimajukan
menjadi Bulan Oktober.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada desa paling sedikit 10% dari
Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota.
Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa tersebut
ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, berdasarkan ketentuan:

a. 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa.
b. 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan
retribusi dari desa masing-masing.

Sebagaimana ADD, Bupati/Walikota menginformasikan kepada Kepala
Desa rencana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu
10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta

Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah
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bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan
PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli.
3) Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib
mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran.
Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang
diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tata Cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan
Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
Pengalokasian ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan:

a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan
tingkat kesulitan geografis desa.

Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap. Dalam proses
penganggaran desa, Bupati/Walikota menginformasikan rencana ADD
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran
dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati
Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai
ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli.

4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat memberikan Bantuan

Keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota kepada desa
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sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan.
Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa.
Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan
keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan
sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu
pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.
Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya
ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka
percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan
Keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APB Desa tidak diterapkan
ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.
Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan informasi kepada Kepala
Desa tentang Bantuan Keuangan yang akan diberikan dalam jangka waktu
10 (sepuluh) hari setelah KUA/PPAS disepakati kepala daerah bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Informasi dari gubernur/bupati/walikota
menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.
¢) Pendapatan Lain-Lain Yang Sah

Kelompok Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah berupa Hibah dan
Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa
uang dari pihak ke tiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan

perusahaan yang berlokasi di desa
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2. Belanja desa
Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan
kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas:
1) Belanja langsung yang terdiri atas:
a) Belanja pegawai
b) Belanja barang dan jasa’
¢) Belanja modal
2) Belanja tidak langsung terdiri atas:
a) Belanja pegawai/penghasilan tetap
b) Belanja subsidi
¢) Belanja hibah
d) Belanja bantuan sosial
e) Belanja bantuan keuangan
f) Belanja tak terduga
Kelompok belanja terdiri dari:
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
a) Penetapan dan penegasan batas desa
b) Pendataan desa
c) Penyusunan tata ruang desa
d) Penyelenggaraan musyawarah desa
e) Pengelolaan informasi desa

f) Penyelenggaraan perencanaan desa
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g) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa

h) Penyelenggaraan kerjasama antar desa

i) Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa

j) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan
lingkungan desa

b) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
kesehatan

c) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan dan kebudayaan

d) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan,
pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi

e) Pelestarian lingkungan hidup.

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a) Pembinaan lembaga kemasyarakatan

b) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

c) Pembinaan kerukunan umat beragama

d) Pengadaan sarana dan prasarana olah raga

e) Pembinaan lembaga adat

f) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan

g) Kegiatan lain sesuai kondisi desa.
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4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan

b) Pelatihan teknologi tepat guna

c) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa,

dan Badan Pemusyawaratan Desa
d) Peningkatan kapasitas masyarakat
5) Bidang Belanja Tak Terduga
Keadaan Luar Biasa (KLB) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa
atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak antara lain dikarenakan
bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Dalam keadaan darurat
dan/atau KLB, Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia
anggarannya.
Keadaan Darurat dan Luar Biasa ditetapkan dengan Keputusan
Bupati/Walikota. Dalam pelaksanaanya, Belanja Tak Terduga dalam APB
Desa terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang disahkan oleh
Kepala Desa
3. Pembiayaan desa

Pembiayaan desa melipuyi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa
terdiri atas:

1) Penerimaan pebiayaan, yang mencakup:

a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SIPA) tahun sebelumnya
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b) Pencairan dana cadangan
c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
d) Penerimaan pinjaman
2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup
a) Pembentukan dana cadangan
b) Penyertaan modal desa
¢) Pembayaran utang
Proses Penyusunan APB Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
dimulai dengan urutan sebagai berikut:

1) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.

2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa
kepada Kepala Desa.

3) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa
kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

4) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling
lambat bulan Oktober tahun berjalan.

5) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau
sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

6) Bupati/Walikota menetapkan hasilnya paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak

diterimanya Rancangan Peraturan Desa.
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7) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu
maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

8) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
hasil evaluasi.

9) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, maka
Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan
Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun
anggaran sebelumnya.

Penyusunan APB Desa sebagaimana telah diuraikan diatas memiliki batasan
waktu yang diatur dalam peraturan perundangan. Jadwal waktu penyusunan APB
Desa digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Jadwal Penyusunan APB Desa

Penyampaian

Penyepakatan kepada
Penyusunan RAPB bersama dengan bupati/walikota Proses Penetapan APB
Desa BPD melalui camat Proses evaluasi Penyempurnaan Desa
I I I I I I
Awal Okt Akhir Okt Maks 3 hari Maks 20 hari kerja Maks 7 hari kerja Maks 31 Des

Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
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2.2.3.2 Pelaksanaan
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V

Bagian Kedua menjelaskan bahwa:

1) Semua pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa
dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum
memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, pengaturannya diserahkan
kepada daerah.

2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang
lengkap dan sah.

3) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan
dalam peraturan desa.

4) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam eraturan
Bupati/Walikota.

5) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan
menjadi peraturan desa.

6) Pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat
mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam
peraturan kepada desa.

7) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran
Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

8) Pelaksanna kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan

harus disetai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya.
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9) Rencana Anggaran Biaya harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan
disahkan oleh Kepala Desa.

10) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadaptindakan pengeluaran yang
menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan
buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan di desa.

11) Pelaksana rencana anggaran biaya harus terlebih dulu mengajukan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

12) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang
atau jasa diterima.

13) Pengajuan SPP berisi tentang, Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
Pernyataan tanggungjawab belanja, dan Lampiran bukti transaksi.

14) Pengajuan pelaksanaan pembayaran Sekretaris Desa berkewajiban untuk
meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana
kegiatan, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang
tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dana untuk
kegiatan, enolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan
apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

15) Bendahara melakukan pembayaran apabila Kepala Desa menyetujui
permintaan pembayaran.

16) Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran atas pembayaran yang

dilakukan.
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17) Bendahara wajib menyetorkan seuruh penerimaan potongan dan pajak yang
dipungut ke rekening kas negara dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

18) Perubahan peraturan desa dapat dilakukan apabila terjadi:

a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anatr jenis
belanja.

b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA)
tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

c. Terjadi penambahan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun
berjalan.

d. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.

e. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

19) Perubahan APBDesa dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahu anggaran.

20) Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD.

Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya merupakan
penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada

realisasi belanja.

b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.

c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum

diselesaikan.



45

2.2.3.3 Penatausahaan
Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa.
Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran
serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa juga
wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung
jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban
penerimaan dilampiri dengan:
a. Buku kas umum
b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan
c. Bukti penerimaan lainnya yang sah
2.2.3.4 Pelaporan
Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam
pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk
menyampaikan laporan. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi
pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota yang berupa:
a. Laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi APB Desa, dan
b. laporan semseter akhir tahun yang berupa laporan pertanggungjawaban.
Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan paling lambat pada
akhir bulan Juli tahun berjalan, dan untuk laporan semester akhir tahun

disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
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2.2.3.5 Pertanggungjawaban
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Bab 1l

Bagian Kelima menjelaskan bahwa:

1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

3) Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa ditetapkan dengan Peraturan
Desa.

4) Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa
dilampiri dengan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APB Desa Tahun Anggaran berkenaan, format Laporan Kekayaan Milik Desa
Per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan format Laporan Program
Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

5) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanan APB
Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media
informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

6) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB
Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

7) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan
paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

8) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Buku Pembantu Kas

Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta
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Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APB

Desa pada semseter pertama dan akhir tahun serta laporan pertanggungjawaban

realisasi elaksanaan APB Desa disatukan dengan lampiran Peraturan Menteri.
2.2.3.6 Pengawasan

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota,
dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa.
Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan
penyelenggaraan. Pemerintah desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara
partisipatif oleh masyarakat desa. Masyarakat desa berhak melakukan
pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa menjadi dasar
pembahasan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa.
Pemantauan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai, antara lain:

a) Pengadaan barang dan/atau jasa
b) Pengadaan bahan/material
¢) Pengadaan tenaga kerja
d) Pengelolaan administrasi keuangan
e) Pengiriman bahan/material
f) Pembayaran upah, dan
g) Kualitas hasil kegiatan pembangunan desa
Bupati/walikota melakukan pemantauan pembangunan desa yang dituangkan

dalam format hasil pemantauan pembangunan desa dengan cara:
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a) Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
desa

b) Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan
realisasi pelaksanaan APBDesa

c) Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan desa

d) Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah desa.

2.2.4 Program Smart Kampung

Program Smart Kampung merupakan program pengembangan desa terintegrasi
yang memadukan antara penggunaan TIK berbasis serat optik, peningkatan
kualitas pelayanan publik, kegiatan ekonomi produktif, peningkatan pendidikan
hingga kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan. Dapat diketahui serat optik
merupakan salah satu media transmisi yang mampu menyalurkan data dengan
kapasitas besar dengan kehandalan tinggi. Kehandalan serat optik ini diperoleh
karena serat optik menggunakan gelombang optik (cahaya laser) sebagai
gelombang pembawanya.

Program Smart Kampung merupakan program yang secara langsung
mendapatkan bantuan dari pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Bergeraknya
program Smart Kampung akan menjadi peluang yang cukup kuat untuk dapat
membangun desa dan mensejahterakan masyarakat desa. Terdapat tujuh kriteria
dari program Smart Kampung, yaitu :

a) Pelayanan publik
b) Pemberdayaan ekonomi

c) Pelayanan kesehatan
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d) Pengembangan pendidikan dan seni budaya
e) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)
f) Integrasi pengentasan kemiskinan dan
g) Melek informasi hukum.
Semua kriteria tersebut diturunkan ke program yang menyentuh publik. TIK

dijadikan pendorong untuk menjalankan program sesuai tujuh Kriteria tersebut.



2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.2

Kerangka Berfikir

Keuangan Desa Kampunganyar

Program Smart Kampung

Pengelolaan Keuangan Desa
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BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran
secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Definisi
menurut Moloeng (2010: 6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami
oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain
secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada
suatu konteks khusus dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Selanjutnya dilihat dari penyajian datanya, penelitian menggunakan metode
deskriptif. Menurut Arikunto (2005: 310), metode deskriptif adalah penelitian yang
mengukur dan menggambarkan tentang suatu fenomena sosial tertentu dengan cara
menghimpun fakta, tetapi tanpa melakukan pengujian hipotesis. Studi deskriptif
dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karateristik
variabel yang diteliti dalam situasi. (Sekaran: 2009: 68).
3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah,

Kabupaten Banyuwangi.
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3.3 Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah informan-informan yang dapat memberikan
informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Subjek tersebut adalah
beberapa petugas pemerintahan desa yang berada di Desa Karanganyar dan warga
desa sekitar.
3.4 Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti, yaitu data sekunder dan data primer.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara
pada waktu peneliti berada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui
segala hal yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data primer dalam
penelitian ini diperoleh dari beberapa petugas pemerintah desa yang berada
di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi yaitu
Bapak Suwedi selaku Kepala Desa, Bapak Warso selaku Sekretaris Desa,
Ibu Yuliatin selaku Bendahara Desa dan warga sekitar desa.

2. Data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada
pengumpul data, misalnya seperti lewat orang lain atau lewat dokumen
(Sugiyono, 2006). Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari
dokumen-dokumen, diantaranya:

a. Struktur Desa

b. Jobdescription

c. Peraturan Desa seperti RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa.
d. Laporan anggaran keuangan desa

e. Laporan realisasi pengelolaan keuangan desa
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f. Laporan pertanggungjawaban
g. Dokumen-dokumen yang mendukung lainnya.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
berdasarkan pada proses pelaksanaan operasional yang dilaksanakan pada objek
penelitian. Secara umum pengumpulan data adalah sebagai berikut:
1. Survei Pendahuluan
Pada tahap ini dilakukan dengan cara mengadakan pendekatan dengan pihak
pemerintah/instansi untuk mengetahui gambaran umum serta permasalahan
yang mungkin ada dalam pemerintah/instansi.
2. Survei Kepustakaan
Penggalaian data melalui literatur-literatul buku, maupun sumber lain yang
dapat di pertanggungjawabkan serta berhubungan langsung dengan masalah
yang akan dipecahkan.
3. Survei Lapangan
Survei lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung kepada objek atas
sasaran yang akan diamati. Dengan metode:
a. Pengamatan
Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap pekerjaan yang terkait
dengan pihak-pihak aparatur desa yang sekaligus penanggungjawab atas

pengelolaan keuangan desa tersebut.
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b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak
vang berkepentingan dengan peneliti dan jenis data yang dibutuhkan. Menurut
Sugiyono (2012: 137) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila ingin mengetahui hal-hal
dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.
Dimana pihak yang dimaksud pada penelitian ini adalah personal yang
berhubungan dengan program-program Yyang sedang dilaksanakan dan
penerapan program smart kampung. Peneliti akan melakukan wawancara
secara langsung dengan aparatur desa (Kepala Desa, Sekdes, Bendahara)
c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara melihat atau menganalisis
dokumen dokumen dari objek penelitian. Dokumen merupakan catatan
peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau
karya-karya monumental seseorang (Sugiyono, 2012). Dokumen yang
digunakan peneliti disini adalah data-data mengenai kebijakan pengelolaan
dana desa dan laporan pengelolaan dana desa periode 2016 khususnya laporan
pengelolaan dana desa yang diperuntunkan untuk program kerja yang bersifat
pengembangan fisik serta data yang terkait lainnya.

3.6 Teknik Analisis Data

Dari data yang diperoleh, maka dilakukan analisa data agar dapat

diinterprestasikan. Menurut Sugiyono (2012: 428) analisis data adalah proses
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mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,
catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam
kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana
yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah
dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Proses analisis data dimulai dengan
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari hasil
wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan di lokasi
penelitian, dokumen pribadi, dsb. Setelah itu peneliti mengadakan reduksi data
yang dilakukan dengan jalan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat
rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga
tetap berada di dalamnya (Ghony dan Almanshur, 2012: 245-246)

Maka peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Peneliti mencari dan mengumpulkan informasi terkait akuntabilitas
pengelolaan keuangan desa yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban hingga pengawasan.

2. Peneliti mencari dan mengumpulkan data baik data primer maupun data
sekunder yang diperoleh dari Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah
Kabupaten Banyuwangi tersebut.

3. Peneliti merangkum dan melakukan pemilihan pada hal-hal yang pokok.

4. Peneliti melakukan analisis terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa
Kampunganyar dan menyimpulkan apakah akuntabilitas atas keuangan desa
sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Permendegri No.

113 Tahun 2014 dan Permendagri No. 114 Tahun 2014.
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5. Peneliti mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi dalam
pengelolaan keuangan desa.

6. Peneliti memberikan rekomendasi atas kendala yang ada agar akuntabilitas
pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku atau standar

yang berlaku.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi

Jawa Timur terletak antara 110,0’ BT hingga 114,4° BT dan garis lintang
7,12° LS dan 8,48’ LS dengan luas wilayah 47.157,72 km?. Secara umum Jawa
Timur dibagi menjadi dua bagian utama yaitu Jawa Timur daratan dengan luas
hampir 90% wilayah Jawa Timur dan wilayah kepulauan Madura yang hanya
10%.

Salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur adalah
Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.782,50
km? dengan daerah yang berkawasan hutan. Hal itu dapat dibuktikan dengan
perbandingan antara kawasan hutan dengan kawasan lainnya, untuk area kawasan
hutan mencapai 183.396,34 ha, daerah persawahan sekitar 66.152 ha, daerah
perkebunan mencapai 82.143,63 ha sedangkan daerah pemukiman mencapai
127.454,22 ha. Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar
178,5 km, serta memiliki Pulau sejumlah 13 buah.

Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau
Jawa. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kabupaten Situbondo
b. Sebelah Timur : Selat Bali

c. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
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d. Sebelah Barat : Kabupaten Jember dan Bondowoso

Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi
terletak di antara 7° 43 — 8° 46 Lintang Selatan dan 113° 53 - 114° 38 Bujur
Timur.

Secara topografis, bagian barat dan utara pada umumnya merupakan
pegunungan, dan bagian selatan sebagian besar merupakan dataran rendah.
Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara 40°, dengan
rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya.
Daratan yang datar sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari
15% dengan rata-rata curah hujan cukup memadai sehingga bisa menambah
tingkat kesuburan tanah.

Kabupaten Banyuwangi mempunyai jumlah penduduk mencapai 1.652.387
Jiwa dengan Sex Ratio 99%. Kabupaten Banyuwangi memiliki 24 Kecamatan

dengan 189 Desa dan 28 Kelurahan. Berikut data kecamatan dengan luas wilayah:
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Tabel 4.1
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No | Nama Kecamatan | Jumlah | Jumlah Luas Wilayah
Desa | Kelurahan Km? (%) thd

total
1. | Pesanggaran 5 - 802,5 13,9
2. | Siliragung 5 - 95,15 1,6
3. | Bangorejo 7 - 137,43 2,4
4. | Purwoharjo 8 - 200,3 3,5
5. | Tegaldlimo 9 - 1.342,12 23,2
6. | Muncar 10 - 146,07 2,5
7. | Cluring 9 - 97,44 1,7
8. | Gambiran 6 - 66,77 1,2
9. | Tegalsari 6 - 65,23 1,1
10. | Glenmore 7 - 421,98 i3
11. | Kalibaru 6 - 406,76 7,0
12. | Genteng 5 - 82,34 1,4
13. | Srono 10 - 100,77 1,7
14. | Rogojampi 18 - 102,33 1,8
15. | Kabat 16 - 107,48 1,9
16. | Singonjuruh 11 - 59,89 1,0
17. | Sempu 7 - 174,83 3,0
18. | Songgon 9 - 301,84 b
19. | Glagah 8 2 76,75 1,3
20. | Licin 8 - 169,25 2,9
21. | Banyuwangi - 18 30,13 0,5
22. | Giri 2 4 21581 0,4
23. | Kalipuro 5 4 310,03 5,4
24. | Wongsorejo 12 - 464,8 8,0
Jumlah 189 28 5.782,5 100

Sumber: Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2015
Berdasarkan data yang disajikan di dalam tabel, dapat diketahui bahwa luas

wilayah terlebar berada di kecamatan Tegaldelimo dengan luas wilayah 1.342,12

km? dan luas wilayah kecamatan yang terkecil berada di kecamatan Banyuwangi

dengan luas wilayah 30,13 km?,

Jiwa. Berikut data jumlah penduduk per kecamatan dengan luas wilayah:

Kabupaten Banyuwangi mempunyai jumlah penduduk mencapai 1.668.447



60

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Luas Wilayah

No | Kecamatan Jenis Kelamin Jumlah Luas Kepadatan
Wilayah | Penduduk
L P
1. | Pesanggaran | 25.743 25.424 51.167 802,5 63
2. | Siliragung 23.866 23.037 46.903 95,15 492
3. | Bangorejo 32.047 31.120 63.167 137,43 459
4. | Purwoharjo 34.310 33.777 68.087 200,3 339
5. | Tegaldlimo 33.723 33.028 36.751 1.342,12 | 49
6. | Muncar 67.508 65.501 133.009 146,07 910
7. | Cluring 38.899 38.173 77.072 97,44 790
8. | Gambiran 32.663 32.310 64.973 66,77 973
9. | Tegalsari 24.828 24.274 49.102 65,23 752
10. | Glenmore 37.571 37.631 75.202 421,98 178
11. | Kalibaru 32.073 32.179 64.252 406,76 157
12. | Genteng 45.086 44,352 89.438 82,34 1086
13. | Srono 47.892 46.679 94.571 100,77 938
14. | Rogojampi 48.727 49.136 97.863 102,33 956
15. | Kabat 36.707 36.218 72.925 107,48 678
16. | Singonjuruh | 26.012 26.036 52.048 59,89 869
17. | Sempu 40.793 39.961 80.754 174,83 461
18. | Songgon 28.465 28.274 56.739 301,84 187
19. | Glagah 17.326 17.691 35.017 76,75 456
20. | Licin 14.205 14.033 28.238 169,25 166
21. | Banyuwangi | 57.076 58.132 115.208 30,13 3823
22. | Giri 14.698 14,793 29.491 21,31 1383
23. | Kalipuro 39.878 39.465 79.343 310,03 255
24. | Wongsorejo | 38.769 38.358 T 12, 464,8 165
Jumlah 838.865 | 829.582 |1.668.447 |5.782,5 | 288

Sumber : Data Penduduk Kab. Banyuwangi (diolah)
Berdasarkan data yang disajikan di dalam tabel dapat diketahui bahwa

jumlah penduduk terpadat berada di kecamatan Muncar, dengan jumlah penduduk
sebanyak 133.009 jiwa dan luas wilayah 146,07 km?. Sedangkan jumlah
penduduk terkecil berada di kecamatan Licin, dengan jumlah penduduk sebanyak

28.238 jiwa dan luas wilayah 169,25 km?.
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4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Glagah

Kecamatan Glagah merupakan bagian dari 24 kecamatan yang terdapat
dalam wilayah kabupaten Banyuwangi vang terletak di sebelah barat dari ibukota
Kabupaten. Kecamatan Glagah mempunyai luas wilayah sebesar 76,28 km?
dengan jumlah penduduk sebanyak 34.764 jiwa yang terdiri dari 16.992 laki-laki
dan 17.772 perempuan dan mempunyai sebanyak 8 Desa dan 2 Kelurahan,
diantaranya yaitu:
a. Desa Glagah
b. Desa Kampunganyar
c. Desa Kemiren
d. Desa Kenjo
e. Desa Olehsari
f. Desa Paspan
g. Desa Tamansuruh
h. Kelurahan Bakungan
i. Kelurahan Banjarsari

Pusat pemerintahan kecamatan Glagah berada di Kantor Camat Glagah
yang terletak di Jalan Raya Banyuwangi — Licin 244 Desa Olehsari, Glagah,
Banyuwangi. Kecamatan Glagah terletak di daerah dataran tinggi, dimana
ketinggian setiap desa dari permukaan laut antara 75-460 mdpl. Daerah ini banyak
dialiri sungai yang bermanfaat mengairi hamparan sawah yang luas. Selain
ketersediaan hamparan sawah yang cukup luas dan potensial itu kontribusi Daerah

Aliran Sungai (DAS) mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat
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kesuburan tanah. Di Kecamatan Glagah terdapat 3 DAS yang sepanjang tahun
cukup untuk mengairi hamparan sawah yang ada. Berikut nama dan panjang
sungai di kecamatan Glagah:

Tabel 4.3

Nama dan Panjang Sungai
Kecamatan Glagah

Nama Sungai Panjang Sungai
(Km)
Sungai Kalibendo 15,83
Sungai Kalisobo 13,89
Sungai Kalipakis 7,04

Sumber : Profil Kecamatan Glagah
Secara administrasi Kecamatan Glagah memiliki 10 Desa dengan 38 Dusun,

36 RW dan 306 RT. Berikut rincian dusun menurut Desa di Kecamatan Glagah:

Tabel 4.4

Jumlah Dusun per Desa/Kelurahan
Kecamatan Glagah

Kelurahan/Desa | Lingkungan/Dusun
Paspan 4
Glagah
Olehsari
Rejosari
Bakungan
Banjarsari
Kemiren
Tamansuruh
Kenjo
0. Kampunganyar

Jumlah
Sumber : Profil Kecamatan Glagah (diolah)
Perkampungan warga di Kecamatan Glagah umumnya berada di sekitar
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kantor desa. Hal ini dapat dilihat di Desa Glagah, Desa Olehsari dan Desa Paspan.
Selain itu permukiman warga bergaya perkotaan ada di Kelurahan Adat Bakungan
dan Kelurahan Banjarsari. Semakin ke timur, wilayah kecamatan ini berupa

permukiman warga. Dan di sisi barat di dominasi oleh lahan pertanian milik warga



63

dan perkebunan cengkeh dan karet. Kecamatan Glagah memiliki batas wilayah
sebagai berikut:
a. Sebelah Utara  : Kecamatan Giri
b. Sebelah Timur : Kecamatan Banyuwangi
c. Sebelah Selatan : Kecamatan Kabat
d. Sebelah Barat  : Kecamatan Licin
4.1.3 Gambaran Umum Desa Kampunganyar
4.1.3.1 Administratif dan Topografi Desa
Desa Kampunganyar merupakan salah satu desa yang berada di
Kabupaten Banyuwangi Kecamatan Glagah yang tepatnya berada di Jl.
Kemuning No. 1 dengan kode pos 68454.
Batas-batas wilayah Desa Kampunganyar secara geografis adalah
sebagai berikut:
a. Sebelah Utara : Desa Bulusari dan Desa Grogol, Giri dan Kalipuro
b. Sebelah Timur : Desa Tamansuruh Kecamatan Glagah
c. Sebelah Selatan : Desa Licin dan Desa Tamansari Kec. Licin
d. Sebelah Barat : Hutan lindung Kab. Bondowoso dan Banyuwangi
Desa Kampunganyar secara geografis terletak di dataran tinggi dan
sebagian berada di dalam rendah berjarak = 7 Km ke arah timur selatan dari pusat
kecamatan, jarak desa ke kabupaten £ 15 Km, dan jarak desa ke ibu kota provinsi
+ 303 Km. Desa Kampunganyar juga memiliki potensi yang cukup strategis

dengan luas wilayah esar 2.202,357 Ha dengan tanah darat seluas 294.849 Ha
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dan tanah sawah seluas 205.290 Ha yang terbagi dalam 5 (lima) dusun. Secara

rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5
Jumlah Dusun, RT, RW, KK dan Jumlah Penduduk Desa Kampunganyar
No | Nama Dusun Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
RT RW KK Penduduk
1. | Dusun Krajan 9 2 379 1038 Jiwa
2. | Dusun 16 5 673 1.705 Jiwa
Kopencungking
3. | Dusun ) 2 65 268 Jiwa
Kalibendo
4. | Dusun Panggang 9 2 384 841 Jiwa
5. | Dusun Rejopuro 9 2 345 869 Jiwa
Jumlah 48 13 1.846 4.721 Jiwa

Sumber : Data Desa Kampunganyar (diolah)
Berdasarkan data yang disajikan di dalam tabel dapat diketahui bahwa

jumlah penduduk terpadat berada di Dusun Kopencungking dengan penduduk
berjumlah 1.705 Jiwa, 673 KK, 5 RW, dan 16 RT. Sedangkan jumlah penduduk
terendah berada di Dusun Kalibendo dengan penduduk berjumlah 268 Jiwa, 65
KK, 2 RW, dan 5 RT.
4.1.3.2 Demografis atau Kependudukan
Secara umum gambaran penduduk Desa Kampunganyar dapat
diklasifikasikan dalam 4 hal yaitu: berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, tingkat
pendidikan dan agama. Adapun gambaran dari demografi Desa Kampunganyar
sebagai berikut:
a. Penduduk berdasarkan jenis kelamin
Berdasarkan Data Admnistrasi Pemerintah Desa Kampunganyar tahun
2017, jumlah penduduk Desa Kampunganyar adalah 4.721 jiwa, dengan

rincian sebanyak 2.331 laki-laki dan 2.390 perempuan. Berikut ini merupakan
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informasi penduduk berdasarkan jenis kelamin per dusun yang dibuat dalam

tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6
Jumlah Penduduk per Dusun Berdasarkan Jenis Kelamin

No Nama Dusun Jumlah P_enduduk (Jiwa)
Laki-Laki | Perempuan

1. | Dusun Krajan 517 521

2. | Dusun Kopencungking 834 871

3. | Dusun Kalibendo 134 137

4. | Dusun Panggang 432 409

5. | Dusun Rejopuro 417 452

Jumlah 2332 2.390

Sumber: Profil Desa Kampunganyar Tahun 2017 (diolah)

Berdasarkan data yang disajikan di dalam tabel menunjukkan bahwa

mayoritas jumlah penduduk Desa Kampunganyar lebih banyak yang berjenis

kelamin perempuan dengan jumlah 2.390 jiwa dan yang berjenis kelamin laki-

laki dengan jumlah 2.331 jiwa.

b. Penduduk berdasarkan pekerjaan

Sedangkan gambaran secara umum tentang jumlah penduduk Desa

Kampunganyar berdasarkan pekerjaan dapat disajikan pada tabel sebagai

berikut:

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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Tabel 4.7

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
No | Pekerjaan Jumlah (orang)
1. Sopir 16
2. Mengurus Rumah Tangoa 357
3. Belum/Tidak Bekerja 808
4, Karyawan Swasta 232
5. Buruh Harian Lepas 562
6. Wiraswasta 495
y’ Pelajar/Mahasiswa 518
8. Guru 375
9. Petani/Pekebun 1277
10. Karyawan Honorer 10
e o PNS 17
12. Pedagang 49
13. Perawat S)

Jumlah 4.721

Sumber : Profil Desa Kampunganyar (diolah)

)
Berdasarkan data yang disajikan di dalam tabel terlihat bahwa sebagian

besar masyarakat masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian
dengan jumlah 1277 jiwa, sehingga peran Pemerintah Desa sangat dibutuhkan
untuk turut serta memberdayakan masyarakat petani agar lebih produktif. Jika
pada sektor tersebut mampu dikelola dan dioptimalkan, maka tingkat
kesejahteraan masyarakat Desa Kampunganyar pun akan semakin meningkat.
Begitu pula terhadap sektor-sektor lain, meskipun jumlahnya lebih kecil
dibandingkan sektor pertanian, namun tingkat SDM juga akan mendorong
tingkat produktifitas masyarakat sebagai penopang ekonomi masyarakat.
c. Penduduk berdasarkan pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting juga di dalam
pembangunan, karena dengan pendidikan masyarakat akan membentuk sumber
daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi yang akan berpengaruh dalam

pelaksanaan pembangunan perdesaan khususnya dalam hal partisipasi
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masyarakat desa. Penduduk menurut tingkat pendidikan masyarakat di Desa
Kampunganyar mulai dari tidak sekolah sampai dengan tamat perguruan tinggi
yang secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan per Dusun
Desa Kampunganyar

Jenis Nama Dusun Jumlah
Pendidikan Kalib | Kopenc | Krajan | Pangga | Rejopur

endo | ungking ng 0
SLTA/Sederajat | 33 100 56 45 74 308
Tamat 107 517 430 241 378
SD/Sederajat 1673
Tidak/Belum 40 538 267 158 256
Sekolah 1259
Diploma I/11 61 72 116 33 74 356
Belum  Tamat | 22 464 244 273 73
SD/Sederajat 1076
Strata /11 5 14 15 | 14 49

Sumber : Profil Desa Kampunganyar (diolah)
Berdasarkan data yang disajikan di dalam tabel dapat dietahui bahwa

tamatan pendidikan terbesar berada di Tamat SD/Sederajat sebesar 1673 jiwa,
tamatan pendidikan terkecil berada pada tamatan Strata I/l dengan jumlah
sebesar 49 jiwa. Tingkat kesejahteraan masyarakat juga tidak hanya di ukur
dalam lingkup pendidikan, akan tetapi juga dapat diukur dari tingkat
pendapatan dan konsumsi yang terdapat di daerah tersebut, hal tersebut dapat
ter interprestasikan dengan jumlah angkatan kerja pada masyarakat.
d. Penduduk berdasarkan agama

Jumlah penduduk Desa Kampunganyar berdasarkan pemeluk agama dapat

disajikan pada tabel berikut:
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Tabel 4.9
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama
No Agama Jumlah
1. Islam 4.715
2. Kristen 4
3. Katolik -
4. Hindu 2
5 Budha -
Jumlah 4,721

Sumber : Profil Desa Kampunganyar (diolah)
Berdasarkan data yang disajikan di dalam tabel menunjukkan bahwa

penduduk Desa Kampunganyar sebanyak 4.304 orang (99,8%) memeluk
agama Islam, 4 orang (0,8%) memeluk agama Kristen, dan 2 orang (0,4%)
memeluk agama Hindu. Keadaan yang demikian dengan banyaknya bangunan
sarana prasarana ibadah yang berupa masjid dan Mushola serta kehidupan
masyarakat Desa Kampunganyar yang islami dan religius.
4.1.3.3 Struktur Pemerintahan
Guna optimalisasi dalam melakukan tugas dan fungsi Pemerintah Desa,
maka diperlukan adanya pedoman dan aturan sebagai landasan berpijak dalam
mengelola sebuah instansi atau lembaga. Sehingga lembaga tersebut mempunyai
arah yang jelas serta adanya pihak yang bertanggungjawab atas tugas dan
wilayah yang dibawahi. Dalam Pemerintah Desa terdapat beberapa bidang dan
bagian yang mempunyai tugas, fungsi, dan garis komando dan koordinasi yang
jelas. Mulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa hingga kepada kewenangan
wilayah.
Berikut adalah data administratif struktur Pemerintah Desa Kampunganyar

beserta tugas pokok dan fungsinya:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kampunganyar
Pj. KEPALA DESA
SUWEDI
BADAN
PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) SEKRETARIS DESA
WARSO, S.Sos
| | l l *
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KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN
KRAJAN PANGGANG REJOPURO KOPENCUNGKING KALIBENDO
FERI LAKSANA, SE SUGIYONO ABDUL RAHMAN RUDI HARTONO JAJANG NURYAMAN, S.Kom

Sumber : Profil Desa Kampunganyar

Selain itu juga dipaparkan data-data sebagai berikut:

Tabel 4.10

Nama Pejabat Pemerintah Desa Kampunganyar
No | Nama Jabatan
1. Suwedi Kepala Desa
2. Warso, S.Sos Sekretaris Desa
3s Rayis, S.Sos Kaur Pemerintah
4. Hariyadi Yanto, S.Pd Kaur Pembangunan
o) Ach. Mulyono Kaur Kesra
6. Siti Amalia Kaur Keuangan
7. Yuliatin, SE Kaur Keuangan
8. Feri Laksono, SE Kadus Krajan
9. Sugiyono Kadus Panggang
10. | Abdul Rahman Kadus Rejopuro
11. Rudi Hartono Kadus Kopencungking
12. | Jajang Nuryaman, S.Kom | Kadus Kalibendo

Sumber : Profil Desa Kampunganyar

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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Tabel 4.11
Nama Badan Permusyawaratan Desa Kampunganyar

No | Nama Jabatan Dari Unsur Alamat

1. | Hari Yudiyanto Ketua Tokoh Kalibendo
Masyarakat

2. Sutikno Wakil Ketua | Tokoh Agama Rejopuro

3. Abdu Sahrin Sekretaris Tokoh Pemuda | Krajan

4. | Sugiyono Anggota Tokoh Panggang
Masyarakat

5. | Antri Sda Tokoh Kopencungking
Masyarakat

6. Imam Sutikno Sda Tokoh Kopencungking
Masyarakat

/. Pandris Sda Tokoh Krajan
Masyarakat

8. Surajat Sda Tokoh Pemuda | Rejopuro

9 Bustanul Arifin Sda Tokoh Pemuda | Panggang

Sumber : Profil Desa Kampunganyar

Adapun kedudukan, tugas dan wewenang dari

perangkat desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa

a. Tugas

Kepala Desa dan

1) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan

yang ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

2) Mengajukan Rancangan Peraturan Desa

3) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB

Desaa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD

4) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan

bersama BPD

5) Membina kehidupan masyarakat desa

6) Membina perekonomian masyarakat

7) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
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8) Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, dan

9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan

b. Fungsi

1) Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga
desanya sendiri

2) Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya

3) Melaksanakan tugas dari pemeritah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah

4) Melaksanakan kegiatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban masyarakat

5) Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan dalam
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya

2. Sekretaris Desa
a. Tugas

1) Menjalankan  administrasi ~ pemerintahan, pembangunan  dan
kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administratif
kepada Kepala Desa

2) Menjalankan tugas Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan

melaksanakan tugasnya
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b. Fungsi
1) Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk
kelancaran tugas Kepala Desa
2) Melaksanakan tugas Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan
3) Melaksanakan tugas Kepala Desa apabila Kepala Desa diberhentika
sementara
4) Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
5) Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa
6) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas, urusan, dan
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
3. Kepala Urusan Pemerintahan
a. Tugas
Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi
pertahanan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa,
mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam
penyusunan produk hukum desa
b. Fungsi
1) Pelaksaan kegiatan administrasi kependudukan
2) Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa
dan keputusan Kepala Desa
3) Pelaksana kegiatan administrasi pertahanan

4) Pelaksana kegiatan pencatatan monografi desa
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5) Menyiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan
kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan
pemerintah desa

6) Menyiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang
berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban
masyarakat dan pertahanan sipil, dan

7) Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa

4. Kepala Urusan Pembangunan

a. Tugas
Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan
potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan
pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan
pelaksanaan tugas pembantuan.

b. Fungsi

1) Penyiapan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan
masyarakat

2) Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan

3) Pengelolaan tugas pembantuan, dan

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
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5. Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat
a. Tugas
1) Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan
2) Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial
kemasyarakatan
b. Fungsi
1) Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
2) Penyiapan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat
dan sosial kemsayarakatan, dan
4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa
6. Kepala Urusan Keuangan
a. Tugas
Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber
pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan
mempersiapkan bahan APB Desaa.
b. Fungsi
1) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa
2) Persiapan bahan penyusunan APB Desaa

3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa



75

7. Kepala Urusan Umum
a. Tugas
Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum,
tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta
mempersiapkan bahan rapat dan laporan
b. Fungsi
1) Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat
keluar serta pengendalian tata kearsipan
2) Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan desa
3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
4) Pelaksanaan penyediaan, penyimapanan dan pendistribusian alat tulis
kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
5) Pengelolaan administrasi perangkat desa
6) Persiapan administrasi perangkat desa
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa
8. Kepala Dusun
a. Tugas
1) Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya
2) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan
gotong royong masyarakat
3) Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada

masyarakat
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4) Membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan
kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga)
5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
b. Fungsi
1) Melakukan koordinasi terhadap jalannya Pemerintah Desa,
pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun
2) Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya
3) Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya
gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
4) Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan
ketentraman dan ketertiban masyarakat
5) Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh Kepala Desa
9. Badan perwakilan Desa (BPD)
a. Fungsi
Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi dan mengawal
kepemerintahan Desa
b. Tugas
1) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2) Melaksankan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa

3) Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
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Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan
aspirasi masyarakat

Menyusun tata tertib BPD

4.1.3.4 Visi dan Misi Desa Kampunganyar

a. Visi

Mewujudkan Desa Kampunganyar Yang Adil dan Makmur Atas Dasar

Semangat Bersaudara, Semangat Bermasyarakat dan Semangat

Berprestasi.

b. Misi

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk
menambah keimanan dan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar
dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya
perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana
saling menghargai dan menghormati.

Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan
pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan, san
polatanam yang baik.

Menata Pemerintahan Desa yang kompak dan bertanggungjawab
dalam mengemban amanat masyarakat.

Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
Mencari dan menambah debet air untuk mencukupi kebutuhan

pertanian.
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7) Menumbuh kembangkan kelompok tani dan gabungan kelompok tani
serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan
petani.

8) Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah.

9) Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan didalam
melestarikan Lingkungan Hidup.

10) Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal
maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga
masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasikan insan
intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan)

4.1.3.5 Gambaran Tentang Potensi Desa
a. Aspek Sumberdaya Aparatur/Perangkat Desa
Desa Kampunganyar secara umum penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan dikelola oleh 2 elemen utama, yakni elemen
Pemerintah Desa yang dipmpin langsung oleh kepala desa beserta jajaran

perangkat desa yang terdiri dari tabel sebagai berikut:

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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Tabel 4.12

Tabel SDM Aparatur Pemerintah Desa
No | Nama Jabatan
1. Suwedi Kepala Desa
2. Warso, S.Sos Sekretaris Desa
3. Rayis, S.Sos Kaur Pemerintah
4, Hariyadi Yanto, S.Pd Kaur Pembangunan
5. Ach. Mulyono Kaur Kesra
6. Siti Amalia Kaur Keuangan
7. Yuliatin, SE Kaur Keuangan
8. Feri Laksono, SE Kadus Krajan
9. Sugiyono Kadus Panggang
10. | Abdul Rahman Kadus Rejopuro
11. | Rudi Hartono Kadus Kopencungking
12. | Jajang Nuryaman, S.Kom | Kadus Kalibendo

Sumber : Profil Desa Kampunganyar
Selain kompenen perangkat desa, elemen terpenting sebagai mitra

penyelenggaraan Pemerintah dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa
Kampunganyar adalah keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD), namun
keberadaan BPD ini sendiri saat mengalami perubahan fungsi dan peran yang
semula sebagai badan perwakilan berubah menjadi badan permusyawaratab
(menurut UU No. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintah Daerah. Namun apapun
nama dan fungsi keberadaan lembaga ini tetap dibutuhkan sebagai mitra dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan lima tahun
kedepan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Pemberdataan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah kompenen/elemen masyarakat yang
secara langsun maupun tidak langsung sangat dibutuhkan peran serta aktifnya
dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Keberadaan LPMD dan PKK yang

juga merupakan representasi warga masyarakat secara umum dapat
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memfungsikan dirinya sebagai agen dan fasilitator pembangunan di tingkat
desa.
b. Aspek Ekonomi

Perekonomian Desa Kampunganyar secara umum di dominasi pada sektor
pertanian dan perkebunan yang sistem pengelolaannya masih sangat
tradisional. Sedangkan pertanian desa Kampunganyar masih onoton pada
unggulan padi, kopi, kelapa, cengkeh. Hal ini diakibatkan adanya struktur
tanah yang mungkin belum tepat untuk produk unggulan pertanian diluar sentra
padi, kopi, kelapa dan cengkeh.

Oleh karenanya harus ada langkah strategis dalam mengatasi persoalan
tersebut diatas dengan melakukan berbagai upaya-upaya semaksimal mungkin
dengan menggunakan SDA dan SDM yang ada dan didukung oleh pihak-pihak
terkait (stakeholder) sehingga kegiatan pembangunan khusunya di bidang
ekonomi di desa Kampunganyar dapat terus berkelanjutan.

c. Aspek Sosial Budaya

Kondisi sosial budata masyarakat ditunjukkan masih rendahnya kualitas
dari sebagian SDM masyarakat di Desa Kampunganyar, serta cenderung masih
kuatnya buadaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini
dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat
mobilisasi masa. Di samping itu masyarakat Desa Kampunganyar yang
cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis, dan terbuka dapat dimanfaatkan
sebagai pendorong budaya transaparansi dalam setiap penyelenggaraan

pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.
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Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan
menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum
menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap
hukum yang ada saat ini. Kondisi ini akan dapat menjadi pemicu timbulnya
benih kecemburuan sosial dan sengketa yang berkepanjangan jika tidak
diselesaikan sejak dini.

d. Aspek Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Desa Kampunganyar dalam penyelenggaraan pendidikan saat ini cukup
baik, hal ini ditunjukkan dngan minimumnya julah enduduk buta huruf.
Sedangkan sarana pendidikan formal cukup memadai, dalam rangka
meningkatkan kualitas peserta didik, pemerintah desa beserta warga
masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa

rehabilitas sarana pendidikan.

Tabel 4.13
Tabel Sarana Penunjang Pendidikan
No Jenis Sarana Jumlah
M Paud 1
2. TK 2
3. SD/MI 2
4. Madrasah Diniyah -
5. MTS -
6. Madrasah Aliyah -
7. Pesantren -
8. Masjid 6
9. Musholla 33
Jumlah 44

Sumber : Profil Desa Kampunganyar
Ketidak mampuan sarana/infrastruktur ekonomi dan bisnis dalam upaya

menampung para lulusan lembaga pendidikan yang ada di desa, berakibat pada

timbulnya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Adanya
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kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) juga berpengaruh pada penurunan
tingkat perekonomian warga yang ditunjukkan dengan adanya meningkatnya
jumlah penduduk miskin, menurunnya daya beli masyarakat, adanya PHK dan
persoalan-persoalan sosial lainnya.

Dalam kondisi seperti ini pemerintah desa harus mampu mengatasi
persoalan-persoalan yang mungkin akan timbul akibat dari adanya dampak
kenaikan BBM dengan mengadakan program-program pemberdayaan melalui

kerjasama dengan pemerintah kabupaten.

Tabel 4.14
Tabel Sarana Kesehatan Masyarakat
No Jenis Sarana Jumlah
i Poskesdes 1
2. Tempat Posyandu 10
3. Prakter Bidan 1
4 Dukun Bayi 2
Jumlah 14

Sumber : Profil Desa Kampunganyar

Tabel 4.15
Tabel Jumlah Keluarga Miskin
No Kategori Jumlah
1. Keluarga Miskin 1.530
2. Keluarga Sejahtera 3.191
Jumlah 4,721

Sumber : Profil Desa Kampunganyar
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa disamping merupakan

sumber potensi yang ada, juga bisa menjadi berbagai persoalan/masalah yang
merupakan dampak dari perkembangan situasi yang ada. Dalam rangka
memecahkan berbagai persoalan yang ada. Maka, pemerintah desa

kampunganyar perlu menyiapkan berbagai strategi kegiatan yang sinergis atau
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kerjasama dengan semua institusi atau kompenen baik pemerintah maupun
swasta sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing.
e. Aspek Pemuda dan Olahraga

Masalah pemuda dan kepemudaan yang merupakan hasil dari besarnya
jumlah penduduk dengan komposisi usia muda, memerlukan perhatian serius.
Mengingat munculnya permasalahan kenakalan remaja, pengangguran,
penyalahgunaan obat-obat terlarang dan tindak kriminal, bagaimanapun juga
akan menjadi ancaman dalam kegiatan pembangunan desa.

Sejalan kondisi itu, serta dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk
dalam kelompok usia muda, maka program-program yang mampu menyerap
aspirasi pemuda dengan aktualisasi peran pemuda, pengembangan bakat dan
minat, serta pengentasan/pengurangan angka pengangguran perlu strategi
program yang jelas. Untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah generasi
muda yang terjebak ke dalam tindak/perilaku yang kurang baik. Semuanya
sangat terkait dengan embinaan olahraga, pengembangan sanggar budaya
generasi muda serta aktivitas kemasyarakatan yang mampu menumbuhkan
kreativitas, tanggung jawab, dan kemandirian para pemuda serta penciptaan
kesempatan kerja seluas-luasnya bagi generasi muda. Sejalan dengan itu, maka
penyediaan sarana dan prasarana olahraga, sarana organisasi kepemudaan,
keagamaan, dan pelatihan-pelatihan keterampilan perlu terus dikembangkan
dan dibenahi agar menjadi tempat yang cukup menarik bagi sebagian besar
generasi muda. Disisi lain, masalah pendidikan budi pekerti, etia dan estetika,

perlu dipikirkan kembali untuk menjadi muatan desa, sedang di bidang
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keagamaan yang telah ada perlu terus di dukung eksistensi dan pengembangan

serta keberlangsungannya.
4.2 Pemaparan Hasil Identifikasi

Hasil penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa akan
dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
pada Bab Il Pasal 2 menjelaskan bahwa pemerintah desa wajib mengelola keuangan
desa dengan tiga asas, diantaranya yaitu akuntabel dimana yang berarti untuk
dipertanggungjawabkan secara legal, transparan dimana yang dikella secara
terbuka, dan partisipatif dimana melibatkan masyarakat di dalam penyusunannya.
Dalam mengelola keuangan dana desa yang di atur di dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mempunyai tahapan-tahapan yang harus
dipenuhi, diantaranya tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan,
tahap pelaporan, tahap pertanggungjawaban, dan tahap pengawasan. Pada tahap
perencanaan juga terdapat beberapa tahap yang dijelaskan di dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dimana langkah awal, Desa harus
membuat RPJM Desa kemudian selanjutnya membuat RKP Desa, APB Desa dan
Laporan Pertanggungjawaban. Berikut hasil dari pengelolaan keuangan dana desa

di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi:
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1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pada tahap perencanaan,
pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa secara berjangka,
meliputi:
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun dan,
b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Hal ini juga ditegaskan oleh Bapak Suwedi selaku Kepala Desa pada tanggal 13
April 2017 menyatakan bahwa:
“Desa Kampunganyar sudah memliki RPJM Desa mbak, alhamdulillah
berjalan dengan lancar dalam penyusunannya. Kemudian dari RPJM Desa

yang sudah dirundingkan, kita lanjut membuat RKP Desa untuk dapat
menentukan peraturan desa tentang APB Desa”

Penyusunan RPJM Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
tahun 2014 yakni di mulai dari pembentukan tim penyusun RPJM Desa,
penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota,
pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui
musyawarah desa, penyusunan rancangan RPJM Desa, penyusunan rencana
pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan
penetapan perubahan RPJM Desa. Di dalam penyusunan RPJM Desa juga harus
dengan mengikutsertakan masyarakat desa dan ditetapkan dalam jangka waktu

paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa. Hal ini
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juga ditegaskan oleh Bapak Suwedi selaku Kepala Desa pada tanggal 13 April 2017

menyatakan bahwa:

“Proses penyusunan RPJM Desa dimulai dari membuat tim penyusun dulu,
habis itu kemudian tim penyusun mendata kondisi per dusul misalnya seperti
potensi dan masalah yang ada di dusun tersebut, kemudian diadakan rapat
untuk menyusun rencana pembangunan, setelah rencana pembangunan
disusun musyawarah lagi untuk menyusun rancangan RPJM Desa, setelah
itu ditetapkan bersama. Yang terlibat dalam penyusunan RPJM Desa itu ya
saya, perangkat desa lainnya, BPD, dan tim penyusun yang diantaranya ada
masyarakat.”

Berikut adalah daftar tim penyusun RPJM Desa di Desa Kampunganyar:

Tabel 4.16
Tim Penyusun RPJM Desa

No Nama Jabatan

1. | Suwedi Ketua

2. | Warso, S.S0s Sekretaris
3. | Yuliatin, SE Anggota
4. | Rayis, S.Sos Anggota
5. | Feri Laksana, SE Anggota
6. | Estu Widodo Anggota
7. | Suwito Anggota
8. | Sumartini Anggota
9. | Suwandi Anggota
10. | Jajang Nuryaman, S.Kom | Anggota
11. | Sugiono Anggota
12. | Hariyadiyanto, S.Pd Anggota
13. | Imam Sutikno Anggota
14. | Dekri Bambang S Anggota

Sumber :RPJM Desa Kampunganyar

Berikut isi dari RPJM Desa Desa Kampunganyar:

1)

2)

Bab | Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang/pendahuluan,
menjelaskan tentang landasan hukum, dan menjelaskan tentang maksud dari
tujuan.

Bab 11 Profil Desa menjelaskan tentang kondisi desa yang diantaranya yaitu

sejarah desa, letak geografis dan topografi, dermografi, keadaan sosial dan
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budaya, keadaan ekonomi, dan fasilitas umum. Dan menjelaskan tentang
kondisi pemerintahan desa yang diantaranya ada pembagian wilayah desa
dan struktur organisasi pemerintah desa.

3) Bab Il Proses Penyusunan RPJM Desa menjelaskan tentang musyawarah
desa sosialisasi dan musrenbang RPJM Desa.

4) Bab IV menjelaskan tentamg potensi dan rumusan prioritas masalah.

5) Bab V menjelaskan tentang arah kebijakan pembangunan desa dan arah
kebijakan keuangan desa serta program dan kegiatan indikatif yang
diantaanya terdapat visi misi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan
desa serta strategi pencapaian.

6) Bab VI yaitu penutup.

Dalam hal penyusunan RPJM Desa juga akan dibuktikan dengan dokumen yang
berada dilampiran 2. Sedangkan untuk penetapan RPJM Desa dibuktikan dengan
dokumen yang berada dilampiran 1.

Dari penyusunan RPJM Desa akan dilanjutkan untuk membuat RKP Desa,
dimana RKP Desa itu sendiri adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu satu tahun. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014
menyatakan bahwa RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa, dengan begitu
RKP Desa mulai disusun pemerintah desa pada bulan Juni tahun berjalan dan
ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun
berjalan. Penyusunan RKP Desa dimulai dari penyusunan perencanaan
pembangunan desa melalui musyawarah desa, membentuk tim penyusun RKP

Desa, mencermati pagu induktif desa dan menyelaraskan program/kegiatan masuk
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ke desa, pencermatan ulang RPJM Desa, menyusun rancangan RKP Desa,
menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa, penetapan RKP
Desa, perubahan RKP Desa, dan pengajuan daftar usulan RKP Desa. Hal ini juga
ditegaskan oleh Bapak Suwedi selaku Kepala Desa pada tanggal 13 April 2017
menyatakan bahwa:
“Dalam menyusun RKP Desa awlanya BPD mengadakan musyawarah untuk
menyusun perencanaan pembangunan, lalu kta menentukan tim penyusun
untuk RKP Desa, kemudian kita adakan musyawarah untuk penyelarasan
program dan menentukan skala prioritas program, lalu musyawarah lagi

untuk menyusun RKP Desa dan menetapkan RKP Desa. Tim penyusun RKP
Desa itu sendiri ya tidak lain seperti RPJM Desa”

Berikut adalah daftar tim penyusun RKP Desa di Desa Kampunganyar:

Tabel 4.17

Tim Penyusun RKP Desa

No Nama Jabatan Jabatan Dinas
Dalam Tim

1. | Suwedi Ketua Kepala Desa
2. | Warso, S.Sos Sekretaris | Sekretaris Desa
3. | Yuliatin, SE Anggota | Kaur Keuangan
4. | Rayis, S.Sos Anggota | Kaur Pemerintahan
5. | Siti Amalia Anggota | Kaur Umum
6. | A. Mulyana Anggota | Kaur Kersa
7. | Suwito Anggota | Ketua LPMD
8. | Hary Yudianto Anggota | Ketua BPD
9. | Sri Nuryana Anggota Ketua TP.PKK
10. | Hariyadiyanto, S.Pd Anggota | Kaur Pembangunan
11. | Deni Rahmayani Anggota | Unsur Perempuan
12. | Asmuni Anggota | Tokoh Masyarakat

Sumber :RKP Desa Kampunganyar

Di dalam RKP Desa ada beberapa bidang yang dicantumkan diantaranya bidang
penyelenggaraan pemerintah, bidang pelaksanaan pembangunan dan bidang
pembinaan masyarakat. Berikut salah satu RKP Desa di Desa Kampunganyar dalam

bidang pelaksanaan pembangunan desa:



Tabel 4.18

RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA (RKPDES)

TAHUN 2016
Desa : Kampunganyar
Kecamatan : Glagah
Kabupaten  : Bayuwangi
Provinsi - Jawa Timur
Kode | Program/Kegiatan | Sub Kegiatan | Status | Sasaran | Lokasi | Volume | Anggaran
0201 | Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Desa
0101 | Perbaikan saluran | Pembangunan drainase B Masyarakat | Dusen Krajan | 1 paket | Rp. Xxx
irigasi
0106 | Pembanguna Plengsengan barat ponkesdes Pengguna 1 paket | Rp. xxx
plengsengan jalan
0113 | Pembangunan jalan | Lanjutan pembangunan paving | L Masyarakat | Dusun 1 aket Rp. xxx
pemukiman pak sapi Kopencungking
Pembangunan jalan paving | B Masyarakat | Dusun 1 paket | Rp. xxx
makan Panggang
Pembangunan paving di Masyarakat 1 paket | Rp. xxx
lingkungan shelter dan
wisatawan
Pembangunan paving di makam Masyarakat | Dusen 1 paket | Rp. xxx
Rejopuro
Pembangunan paving Masyarakat | Dusun 1 paket | Rp. xxx
Kalibendo
Pembangunan paving Masyarakat | Dusun 1 paket | Rp. xxx
Rejopuro
Pembangunan paving Masyarakat | Dusun Krajan | 1 paket | Rp. Xxx
rt.04/rw.01
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Tabel 4.18 (Lanjutan)
RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA (RKPDES)

TAHUN 2016
Desa : Kampunganyar
Kecamatan : Glagah
Kabupaten  : Bayuwangi
Provinsi - Jawa Timur
Kode | Program/Kegiatan Sub Kegiatan Sta | Sasaran Lokasi Volume | Anggaran
tus
0116 | Pembangunan penahan | Pembangunan penahan badan | L Masyarakat | Dusun Krajan 1 paket | Rp. xxx
badan jalan jalan
Pembangunan penahan badan | B Masyarakat | Dusun 1 paket | Rp. xxx
jalan pak suyet Kopencungking
Pembangunan penahan badan Masyarakat | Dusun Krajan 1 paket | Rp. xxx
jalan poros
0117 | Pembangunan Pembangunan jembatan di Jalan Pengguna | Dusun 1 paket | Rp. xxx
jembatan Basir jalan Kopencungking
0122 | Pembangunan ruang | Ruang terbuka hijau Menarik 1 paket | Rp. xxx
terbuka hijau (RTH) obyek
wisata
0125 | Pembanguna fasilitas | Pembelian perlengkapan untuk Pelayanan 1 paket | Rp. xxx
publik menunjang Smart Kampung publik
Pengadaan  backdrop  untuk Pelayanan 1 paket | Rp. xxx
penujang Smart Kampung masyarakat
Pengadaan kanopi Masyarakat 1 paket | Rp. xxx
0150 | Rehabilitas/pemelihara | Lanjutan pembangunan Balai L5 Masyarakat | Dusun Panggang | 1 paket Rp. xxx
an fasilitas publik
Pengecatan pagar dan rumah dinas | B Kantor desa 1 paket Rp. xxx
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Tabel 4.18 (Lanjutan)
RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA (RKPDES)

TAHUN 2016
Desa : Kampunganyar
Kecamatan : Glagah
Kabupaten  : Bayuwangi
Provinsi - Jawa Timur
Kode | Program/Kegiatan | Sub Kegiatan | Status | Sasaran | LOKasi | Volume | Anggaran
0202 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
0205 | Pembangunan MCK | Pembangunan MCK Masyarakat 1 paket | Rp. xxx
0209 | Pengadaan sarana dan | Alat kesehatan posyandu lansia Masyarakat 1 paket | Rp. xxx
prasarana posyandu lansia
0203 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan
0306 | Pemeliharaan gedung | Pemeliharaan gedung PAUD | R Murid  paud 1 paket | Rp. xxx
PAUD Sekar Arum sekar arum
0204 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif
0402 | Pembentukan dan | Pengadaan perlengkapan | L BUMDes 1 paket | Rp. xxx
pengembangan kantin BUMDes Kampunganyar
BUMDes
0418 | Pelestarian rumah | Pelestarian rumah bagi | B Masyarakat 1 paket | Rp. xxx
bagi keluarga miskin | keluarga miskin miskin
0205 | Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
0501 | Penghijauan Penghijauan L Tanah  yang 1 paket | Rp. xxx
kurang
tanaman
Sumber : RKP Desa Kampunganyar
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Dalam hal penyusunan RKP Desa juga akan dibuktikan dengan dokumen yang
berada dilampiran 4. Sedangkan untuk penetapan RKP Desa dibuktikan dengan
dokumen yang berada dilampiran 3.

Dari penyusunan RKP Desa akan dilanjutkan untuk membuat peraturan desa
tentang APB Desa, adapun proses penyusunan APB Desa di Desa Kampunganyar
menurut Bapak Warso selaku Sekretaris Desa pada tanggal 12 April 2017
menyatakan bahwa:

“Dari RKP Desa nanti akan berlanjut untuk peraturan tentang APB Desa,
nanti RKP Desa harus dilampiri dengan RAB. Proses penyusunannya itu
saya membuat rancangan APB Desa kemudian hasil dari rancangan tersebut
diajukan kepada pak kades untuk diverifikasi, setelah diverifikasi nanti akan
dimusyawarahkan bersama BPD, hasil dari musyawarah akan disepakati
bersama dan diundangkan menjadi peraturan desa tentang APB Desa,

setelah itu dilaporkan kepada Bupati. Untuk pelaporan APB Desa sendiri itu
kami melaporkan pada bulan November mbak.”

Anggaran pendapatan dan belanja desa untuk anggaran tahun 2016 menjelaskan
bahwa pendapatan desa sebesar Rp.1.305.538.000, pendapatan tersebut

dialokasikan ke beberapa bidang untuk belanja desa diantaranya:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa : Rp. 461.479.700
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : Rp. 635.906.400
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :Rp. 167.234.700
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :Rp. 43.270.800

Berikut adalah anggaran pendapatan dan belanja Desa Kampunganyar untuk

tahun anggaran 2016:
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Tabel 4.19
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
(APBDes) Desa Kampunganyar Tahun Anggaran 2016

Kode Rek Uraian Anggaran Ket
1 PENDAPATAN
11 Pendapatan Asli Desa XXX
112 Pendapatan Transfer XXX
Dana Desa XXX
Alokasi Dana Desa 504.091.000
Bantuan Keuangan 82.925.000
13 Pendapatan Lain-Lain XXX
JUMLAH PENDAPATAN XXX
2 BELANJA 1.307.891.600
2|1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 461.479.700
2 |2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 635.906.400
2|3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 167.234.700
2 | 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 43.270.800
2|5 Bidang Tak Terduga 0
JUMLAH BELANJA 1.307.891.600
SURPLUS
3|1 Penerimaan Pembiayaan 2.353.600
SILPA

Sumber : Data Keuangan Desa Kampunganyar (diolah)

Berdasarkan data yang diperoleh maka Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah
Kabupaten Banyuwangi dalam hal perencanaan pengelolaan keuangan dana desa
sudah bisa dikatakan akuntabel, transparan, dan partisipatif. Di katakan akuntabel
karena dalam penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa sudah sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Dikatakan
transparan dan partisipatif karena dalam penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan

APB Desa tersebut diadakan secara terbuka dan hadirnya tokoh masyarakat.
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2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 113 Tahun 2014 menjelaskan
bahwa dalam pelaksanaannya semua pendapatan desa dilaksanakan melalui
rekening desa dan didukung oleh bukti yang lengkap ndan sah. Pemerintah desa
dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa. Hal
ini juga ditegaskan dalam wawancara dengan Mbak Devi selaku petugas pelayanan
publik pada tanggal 10 April 2017 menyatakan bahwa:
“Iya mbak, desa sudah punya rekening desa untuk melakukan penerimaan
dan pengeluaran. Dalam pelayanan juga saya ditegaskan bahwa tidak boleh

memungut dari masyarakat, karena sudah diatur dalam undang-undang yang
berlaku.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 juga menjelaskan
bahwa apabila ada pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melakukan
kegiatan, harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang
nantinya RAB akan diverifikasi oeh sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
Akan tetapi, pelaksana rencana anggaran biaya harus terlebih dahulu mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Setelah diverifikasi,
maka bendahara melakukan pencatatan pengeluaran atas pembayaran yang
dilakukan. Ketika ada perubahan APB Desa, perubahan APB Desa tersebut
diinformasikan lagi kepada BPD. Perubahan APB Desa dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) anggaran. Hal ini juga ditegaskan oleh Bapak Suwedi selaku Kepala
Desa pada tanggal 13 April 2017 menyatakan bahwa:

“Dalam pengajuan dana yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan itu harus
diverifikasi dulu kepada pak carik, baru jika pak carik memverifikasi nanti

saya yang menyetujui dan bendahara yang mencairkan dananya. Perubahan
APB Desa ada ditahun ini mbak, sebabnya ya disebabkan adanya SILPA.”
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Desa Kampunganyar

Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi sudah berjalan sesuai dengan peraturan

vang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan dimana pelaksana

kegiatan melakukan untuk pembangunan MCK pada tanggal 10 Agustus 2016

dengan yang di anggarkan sebesar Rp. 15.115.000. Berikut adalah Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) Desa Kampunganyar:

DESA KAMPUNGANYAR KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN
BANYUWANGI

Tabel 4.20

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang . 2.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa
2. Kegiatan : 2.2.02.05 Pembangunan MCK
3. Waktu Pelaksanaan : 10 Agustus 2016
Rincian Pendanaan:
No | Uraian Pagu Pencairan | Permintaan | Jumlah Sisa
Anggaran | s.d yg lalu | Sekarang sampai Dana
(Rp) (Rp) (Rp) saat  ini | (Rp)
(Rp)
Pembangunan | 15.115.000 15.115.000 | 15.115.000
MCK
Jumlah 15.115.000 15.115.000 | 15.115.000

Di dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa, Desa Kampunganyar

sudah dikatakan akuntabel, transparansi, dan partisipatif. Hal ini disebabkan karena

pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa sudah sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, dan di dalam pelaksanaannya

dilakukan secara terbuka seperti halnya dalam pengajuan dana pelaksana kegiatan,

hal itu terdapat tokoh masyarakat yang ikut berpartisipasi.
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3. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan
bahwa pada tahap penatausahaan pengelolaan keuangan dana desa Bendahara desa
wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan
tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa juga wajib
mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya
melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri
dengan:
a. Buku kas umum
b. Buku kas pembantu pajak
c. Buku bank
Hal ini ditegaskan oleh Bapak Suwedi selaku Kepala Desa pada tanggal 13 April
2017 menyatakan bahwa:
“Bendahara desa alhamdulillah melakukan penatausahaan dengan baik
mbak, mbak yuli juga rutin lapor kepada saya setiap awal bulan. Dia lapor
mengenai penerimaan pengeluaran apa saja yang dilakukan oleh dana desa.
Biar saya juga jelas mbak. Tapi nantinya tidak hanya dilaporkan kepada saya
saja mbak, biasanya juga saya adakan rapat sama masyarakat untuk
melaporkan dan memberi pemahaman mengenai penerimaan pengeluaran
dana desa, tujuannya agar masyarakat sendiri tidak awam dan bisa
mengerti.”
Hal ini juga dinyatakan oleh Bapak Andi selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal
11 April 2017 menyatakan bahwa:
“Iya mbak, biasanya pak wedi mengadakan rapat masalah ini, masalah

perturan desa, dll. Saya juga sebagai masyarakat ingin berpartisipasi dan
ingin mengerti bagaimana caranya dana itu berlangsung.”
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Menurut hasil wawancara dengan lbu Yuliatin selaku Bendahara Desa pada
tanggal 14 April 2017 juga menyatakan bahwa:

“Sava melakukan penatausahaan sesuai dengan undang-undang yang

berlaku mbak. Seperti halnya adanya buku kas umum, buku bank, dan buku

kas pembantu. Saya rutin lapor ke pak wedi masalah penerimaan dan
pengeluaran dana desa itu setiap tanggal diantara 3-6 di awal bulan mbak.”

Penatausahaan di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten
Banyuwangi yang dilakukan oleh bendahara desa sudah sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya pencatatan yang dilakukan oleh
bendahara desa ke dalam buku kas umum yang terjadi karena transaksi pada tanggal
16 Juni 2016 sekretariatan mengajukan pencairan dana dalam upaya pembelian alat
tulis kantor sebesar Rp. 8.122.500 maka berlaku (PPh pasal 22) dengan membuat
SPP. SPP tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui kepala desa
kemudian tanggal 17 Juni 2016 bendahara desa mengajukan slip penarikan uang ke
bank dan merealisasikan pembelian tersebut sebesar Rp. 8.122.500. bukti transaksi
yang dibuat bendahara terkait transaksi tersebut yaitu SPP, buku kas umum, buku
bank, buku pembantu pajak, dan laporan realisasi anggaran. Berikut adalah

pencatatan yang dilakukan:

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



Tabel 4.21

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
DESA KAMPUNGANYAR KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN

BANYUWANGI

TAHUN ANGGARAN 2016
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1. Bidang : 2.1 Penyelenggaraan Pemerintah
2. Kegiatan : 2.1.02.01 Belanja Alat Tulis Kantor
3. Waktu Pelaksanaan : 17 Juni 2016
Rincian Pendanaan:
No Uraian Pagu Pencairan | Permintaan | Jumlah | Sisa
Anggaran | s.d yg lalu | Sekarang sampai Dana
(Rp) (Rp) (Rp) saat ini | (Rp)
(Rp)
Pembelian | 8.122.500 8.122.500 8.122.500
ATK
Jumlah 8.122.500 8.122.500 8.122.500

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

(Ttd)

Setujui untuk dibayarkan

Kepala Desa

Suwedi

Kampunganyar, 16 Juni 2016
Pelaksana Kegiatan

Sekretariatan

Telah dibayar lunas

Bendahara

Yuliatin, SE



Tabel 4.22

BUKU KAS UMUM

DESA KAMPUNGANYAR KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2016

No Tgl Kode Uraian Penerimaan | Pengeluaran | No. Jumlah Saldo
(Rp) (Rp) Bukti | Pengeluara
n
X XX XX XX XXXX XXX
17/06/2016 Pembelian | 8.122.500 XX XXX
ATK
X XX XX XX XXXX XXX
Jumlah XXX XX
Kampunganyar, 20 Juni 2016
Mengetahui Bendahara Desa
Kepala Desa
Suwedi Yuliatin,_SE
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Tabel 4.23
BUKU BANK
DESA KAMPUNGANYAR KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2016

No Tyl Uraian | Bukti | Pemasukan (Rp) Pengeluaran (Rp) Saldo
(Rp)
Setoran | Bunga | Penarikan | Pajak B.
Bank Administrasi
XX XX X XX XX XX XX
17/06/2016 | Pembelian 8.122.500 XX
ATK

XX XX XX XX XX XX XX

Total transaksi bulan ini XX XX XX XX XX XX

Total transaksi komulatif XX XX XX XX XX XX

Kampunganyar, 16 Juni 2016
Mengetahui Bendahara
Kepala Desa

Suwedi Yuliatin, SE
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Tabel 4.24
BUKU PEMBANTU PAJAK
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DESA KAMPUNGANYAR KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN

BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2016
No Tgl Uraian Pemotongan Penyetoran | Saldo
(Rp) (Rp)
X XX XXX
17/06/2016 Pembelian ATK 8.122.500 XXX
X XX XXX
Mengetahui Kampunganyar, 17 Juni 2016
Kepala Desa Bendahara Desa
Suwedi Yuliatin, SE
Tabel 4.25

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
(APBDes) Desa Kampunganyar Tahun Anggaran 2016

Kode Rek Uraian Anggaran Ket
1 PENDAPATAN
11 Pendapatan Asli Desa XXX
1RR2 Pendapatan Transfer XXX
Dana Desa XXX
Alokasi Dana Desa 504.091.000
Bantuan Keuangan 82.925.000
1R3 Pendapatan Lain-Lain XXX
JUMLAH PENDAPATAN XXX
2 BELANJA 1.307.891.600
2|1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 461.479.700
21112 Belanja Alat Tulis Kantor 8.122.500
2|2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 635.906.400
2|3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 167.234.700
2 | 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 43.270.800
2|5 Bidang Tak Terduga 0
JUMLAH BELANJA 1.307.891.600
SURPLUS
3|1 Penerimaan Pembiayaan 2.353.600
SILPA

Sumber : Data Keuangan Desa Kampunganyar (diolah)
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Dari semua yang dilakukan bendahara desa dalam penatausahaan seperti adanya
buku kas umum, buku kas pembantu, dan buku bank, bendahara desa juga
melaporkannya ke dalam laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa pada
tahun anggaran 2016. Dalam tahap penatausahaan pengelolan keuangan dana desa
sudah bisa dinyatakan akuntabel, transparansi, dan partisipatif. Hal ini disebabkan
karena di dalam penatausahaan yang dilakukan bendahara desa sudah sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan juga di dalam
penatausahaan dilakukan secara terbuka dengan diadakannya rapat bersama
masyarakat yang ikut serta untuk berpartisipasi untuk dapat mengerti bagaimana
penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan oleh desa.

4. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Di dalam pelaporan keuangan dana desa yang diatur di dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwasannya kepala desa
memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa
kepada Bupati/Walikota yang berupa laporan semester pertama yang berupa
realisasi APB Desa dan laporan semester akhir tahun yang berupa laporan
pertanggungjawaban. Untuk laporan semester pertama yang berupa realisasi APB
Desa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan untuk
laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari
tahun berikutnya. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Suwedi selaku Kepala Desa pada
tanggal 13 April 2017 menyatakan bahwa:

“Iya saya pasti melaporkan kepada Bupati mbak, lbaik laporan semester
pertama dan laporan akhir semester. Sepertinya laporan semster pertama

saya laporkan pada pertengahan tahun, sedangkan laporan akhir semester
saya laporkan pada bulan Februari tahun 2017.”
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Berikut format laporan semester pertama Desa Kampunganyar:

Tabel 4.26

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

(APBDes) Desa Kampunganyar Tahun Anggaran 2016

Kode Uraian Anggaran Ket
Rek

1 PENDAPATAN

1)1 Pendapatan Asli Desa XXX

1|2 Pendapatan Transfer XXX
Dana Desa XXX
Alokasi Dana Desa 504.091.000
Bantuan Keuangan 82.925.000

3 Pendapatan Lain-Lain XXX
JUMLAH PENDAPATAN XXX

2 BELANJA 1.307.891.600

2|1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 461.479.700

2|2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 635.906.400

2|3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 167.234.700

2|4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 43.270.800

2|5 Bidang Tak Terduga 0
JUMLAH BELANJA 1.307.891.600
SURPLUS

3|1 Penerimaan Pembiayaan 2.353.600
SILPA

Sumber : Data Keuangan Desa Kampunganyar (diolah)




Berikut format laporan akhir semester Desa Kampunganyar:

Tabel 4.27

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes

Pemerintah Desa Kampunganyar Tahun Anggaran 2016
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Kode Uraian Jumlah Jumlah Saldo | Ket
Rek Penerimaan Pengeluaran | (lebih/
kuran
9)
PENDAPATAN
Pendapatan Asli XXX XXX
Desa
Pendapatan Transfer XXX XXX
Dana Desa XXX XXX
Alokasi Dana Desa 504.091.000 504.091.000
Bantuan Keuangan 82.925.000 82.925.000
Pendapatan  Lain- XXX XXX
Lain
JUMLAH XXX XXX
PENDAPATAN
BELANJA 1.307.891.600 | 1.283.129.987
Bidang 461.479.700 457.123.087
Penyelenggaraan
Pemerintah Desa
Bidang Pelaksanaan 635.906.400 625.526.400
Pembangunan Desa
Bidang Pembinaan 167.234.700 163.434.700
Kemasyarakatan
Bidang 43.270.800 37.045.800
Pemberdayaan
Masyarakat
Bidang Tak Terduga 0 0
JUMLAH 1.307.891.600 | 1.283.129.987
BELANJA
SURPLUS
PEMBIAYAAN
Penerimaan 2.353.600 2.353.600
Pembiayaan
JUMLAH XXX XXX
PENERIMAAN
PEMBIAYAAN
DESA
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Tabel 4.27 (Lanjutan)
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes
Pemerintah Desa Kampunganyar Tahun Anggaran 2016

Kode Uraian Jumlah Jumlah Saldo | Ket
Rek Penerimaan Pengeluaran | (lebih/
kuran
9)
PEMBIAYAAN XXX XXX
NETTO
SISA LEBIH XXX
PEMBIAYAAN
ANGGARAN
TAHUN
BERKENAAN
(SILPA)

Sumber : laporan pertanggungjawaban Desa Kampunganyar 2016

Dalam hal pelaporan pengelolaan keuangan dana desa, Desa Kampunganyar
melakukan pelaporan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2014. Pelaporan pengelolaan keuangan dana desa tidak akuntabel akan
tetapi sudah transparansi dan partisipatif. Tidak akuntabel disebabkan karena dalam
pelaporan akhir semester yang seharusnya dilaporkan paling lambat akhir bulan
Januari tahun berikutnya, akan tetapi Desa Kampunganyar melaporkan pada bulan
Februari tahun berikutnya. Disini ada keterlambatan 1 (satu) bulan, akan tetapi
pelaporan yang berlangsung sudah dilaksanakan secara terbuka dengan
mengikutsertakan masyarakat.
5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa
Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir
tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDes selama 1 tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan

pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban tersebut juga harus dilampiri dengan
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laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah daerah yang masuk
ke desa. Hal tersebut menjadi satu kesatuan dalam laporan pertanggungjawaban
desa. Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat secara
tertulis atau lewat media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini
ditegaskan oleh Bapak Wedi selaku Kepala Desa pada tanggal 13 April 2017
menyatakan bahwa:

“Iya mbak laporan pertanggungjawaban itu berisi tentang pendapatan,

belanja dan pembiayaan. Saya juga biasanya melaporkan kepada

masyarakat dengan mengadakan rapat tentang hasil dari laporan

pertanggungjawaban, tidak hanya rapat saja. Saya juga menempelkanya ke

papan informasi desa.”

Berikut adalah format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
anggaran pendapatan Desa Kampunganyar di Tahun 2016.
Tabel 4.28

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes
Pemerintah Desa Kampunganyar Tahun Anggaran 2016

Kode Uraian Jumlah Jumlah Saldo | Ket
Rek Penerimaan Pengeluaran | (lebih/k
urang)
PENDAPATAN
Pendapatan  Asli XXX XXX
Desa
Pendapatan XXX XXX
Transfer
Dana Desa XXX XXX
Alokasi Dana Desa 504.091.000 504.091.000
Bantuan Keuangan 82.925.000 82.925.000
Pendapatan Lain- XXX XXX
Lain
JUMLAH XXX XXX
PENDAPATAN
BELANJA 1.307.891.600 | 1.283.129.987
Bidang 461.479.700 457.123.087
Penyelenggaraan
Pemerintah Desa




Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes

Tabel 4.28 (Lanjutan)

Pemerintah Desa Kampunganyar Tahun Anggaran 2016
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Kode
Rek

Uraian

Jumlah
Penerimaan

Jumlah
Pengeluaran

Saldo
(lebih/k
urang)

Ket

Bidang
Pelaksanaan
Pembangunan
Desa

635.906.400

625.526.400

Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

167.234.700

163.434.700

Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat

43.270.800

37.045.800

Bidang Tak

Terduga

0

0

JUMLAH
BELANJA

1.307.891.600

1.283.129.987

SURPLUS

PEMBIAYAAN

Penerimaan
Pembiayaan

2.353.600

2.353.600

JUMLAH
PENERIMAAN
PEMBIAYAAN
DESA

XXX

XXX

PEMBIAYAAN
NETTO

XXX

XXX

Hal

dibuktikan dengan

mengenai

dokumen yang berada di

Sumber : laporan pertanggungjawaban Desa Kampunganyar 2016

lampiran

6. Di

laporan pertanggungjawaban Desa Kampunganyar akan

dalam

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa, Desa Kampunganyar sudah

dikatakan akuntabel, transparansi, dan partisipatif. Hal ini disebabkan karena

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa sudah sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, seperti halnya di dalam

laporan pertanggungjawaban berisi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan.
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Laporan pertanggungjawaban juga dilampiri dengan kekayaan milik desa. Di dalam
melakukan pertanggungjawaban, kepala desa mengadakan rapat untuk menjelaskan
hasil dari laporan pertangungjawaban kepada masyarakat dan akan
menginformasikan dengan ditempelkan ke papan informasi agar masyarakat yang
tidak ikut berpartisipasi dalam rapat juga mengetahui laporan pertanggungjawaban
tersebut.
6. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dana Desa
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, diharapkan
mampu meningkatkan kualitas dan kemandirian desa dengan sumberdaya yang ada.
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten wajib melakukan pembinaan dan mengawasi
penyaluran dana desa, ADD, bagi hasil pajak dan retribusi. Hal ini juga ditegaskan
oleh Bapak Suwedi selaku Kepala Desa pada tanggal 13 April 2017 menyatakan
bahwa:
“Pengawasan dan pembinaan dari provinsi langsung masih belum ada.
Cuma yang dari Kabupaten dan Kecamatan saja. Biasanya 2 kali waktu
semester awal dan pada saat hampir semseter akhir. Pengawasan yang
dilakukan ya seperti pembinaan, jadi semua perangkat desa yang terkait

dikumpulkan di kecamatan dengan membawa bukti SPJ serta foto-foto
kegiatan.”

Guna mencapai optimalisasi pengelolaan keuangan desa tersebut, pemerintah
membentuk tim pendamping dan monitor desa, baik tingkat kabupaten, kecamatan
hingga tingkat desa. Untuk pendamping desa tingkat kabupaten terdapat 7 orang
yang membawahi 6 bidang:

1. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa

2. Tenaga ahli pembangunan partisipatif



109

3. Tenaga ahli pemberdayaan ekonomi desa
4. Tenaga ahli pengembangan teknologi tepat guna
5. Tenaga ahli sarana prasarana, dan
6. Tenaga ahli pengembangan pelayanan dasar
Sedangkan untuk pendamping desa tingkat kecamatan terdiri dari 2 orang dan 5
orang lagi merupakan pendamping lokal desa. Namun pelaksanaannya, adanya

pendamping desa tersebut baru berjalan pada awal tahun 2016.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan mengenai “Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Dana Desa di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten

Banyuwangi” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan pengelolaan keuangan dana desa di Desa Kampunganyar
sudah bisa dikatakan akuntabel, transparan, dan partisipatif. Hal ini disebabkan
dalam melalukan tahap perencanaan Desa Kampunganyar sudah melakukan
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Di
dalam tahap tersebut terdapat penyusunan seperti halnya menyusun RPJM Desa,
dan RKP Desa, penyusunan tersebut juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014.

2. Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa, Desa Kampunganyar
sudah bisa dikatakan akuntabel, transparansi, dan partisipatif. Hal ini disebabkan
karena pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa sudah sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, dan di dalam
pelaksanaannya dilakukan secara terbuka seperti halnya dalam pengajuan dana
pelaksana kegiatan, hal itu terdapat tokoh masyarakat yang ikut berpartisipasi.
Dalam pelaksanaan pelayanan publik, tidak terjadi biaya administrasi.

3. Tahap penatausahaan pengelolan keuangan dana desa sudah bisa dinyatakan

akuntabel, transparansi, dan partisipatif. Hal ini disebabkan karena di dalam
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penatausahaan yang dilakukan bendahara desa sudah sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan juga di dalam penatausahaan
dilakukan secara terbuka dengan diadakannya rapat bersama masyarakat yang
ikut serta untuk berpartisipasi untuk dapat mengerti bagaimana penerimaan dan
pengeluaran dana yang dilakukan oleh desa.

. Tahap pelaporan pengelolaan keuangan dana desa, Desa Kampunganyar
melakukan pelaporan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014. Pelaporan pengelolaan keuangan dana desa tidak
akuntabel akan tetapi sudah transparansi dan partisipatif. Tidak akuntabel
disebabkan karena dalam pelaporan akhir semester yang seharusnya dilaporkan
paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya, akan tetapi Desa
Kampunganyar melaporkan pada bulan Februari tahun berikutnya. Disini ada
keterlambatan 1 (satu) bulan, akan tetapi pelaporan yang berlangsung sudah
dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan masyarakat.

. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa, Desa
Kampunganyar sudah dikatakan akuntabel, transparansi, dan partisipatif. Hal ini
disebabkan karena pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa sudah
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, seperti
halnya di dalam laporan pertanggungjawaban berisi tentang pendapatan, belanja
dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban juga dilampiri dengan kekayaan
milik desa. Di dalam melakukan pertanggungjawaban, kepala desa mengadakan
rapat untuk menjelaskan hasil dari laporan pertangungjawaban kepada

masyarakat dan akan menginformasikan dengan ditempelkan ke papan informasi
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agar masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam rapat juga mengetahui
laporan pertanggungjawaban tersebut.

6. Tahap pengawasan dan pembinaan dari provinsi langsung masih belum ada,
hanya dari Kabupaten dan Kecamatan saja. Pengawasan dan pembinaan
dilaksanakan 2 kali di waktu semester awal dan pada saat hampir semseter akhir.
Beberapa kesimpulan diatas dinyatakan bahwa Desa Kampunganyar masih

kurang akuntabel, hal ini disebabkan karena adanya ketidaksesuaian dalam
pelaporan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat. Akan tetapi
sudah transparan, hal ini disebabkan dari beberapa tahap dalam pengelolaan
keuangan dana desa dilakukan dengan secara terbuka (bebas). Dalam hal
partisipatif, Desa Kampunganyar sudah melakukan dengan baik seperti halnya
dalam penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan peraturan desa tentang APB Desa
atau pada tahap-tahap dalam mengelola keuangan dana desa itu melibatkan unsur
masyarakat yang tidak hanya perangkat desa.

5.2 Saran
Penelitian ini hanya difokuskan dalam pengelolaan keuangan dana desa

menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri

113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 yang

dapat dilihat dari beberapa tahapan diantaranya tahap perencanaan, tahap

pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, tahap pertanggungjawaban
serta tahap pengawasan dan pembinaan yang disesuaikan dengan akuntabilitas,
transparansi dan partisipatif. Sehingga disarankan dalam penelitian selanjutnya

akan menambah ruang lingkup yang lebih luas dalam tata cara pengelolaan
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keuangan dana desa seperti halnya yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah
yang belum digunakan dalam penelitian ini seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014, sebab hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih

baik.
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PENETAPAN RPJM DESA



KEPALA DESA KAMPUNGANYAR; , - -
 KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI

8 'PERATURAN DESA 'KAMPUNGANYAR

. NOMOR 33 TAHUN 2015 ¢

TENTANG :

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA: MENDNGAH DESA"
e + TAHUN 2015- 2020

Spe 2
6o A

DENGAN RAI-IMAT TUHAN VANG MAHA s N N

ty Ei e R R L

KEPALA DESA KAMPUNGANYAR

Meénimbang' fu -du *B,a}.zxwa;';._;mtuk:-::mglalgsanaka_r«u.-;ketentuan Pasal~ 79

~"Ux;idang-Undang-~-N'dmor 6 ’fahun 2014 tentang Desa,

. Pemerintah Desa 'waij _menyusun -perencanaan

’ pembangunan dPsa sesuax dengan kewenangdn Desa

ey By dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
R Kabupaten ‘

FEgEegan o SR RS
FEeN AR Y ,

b Bahwa dengan dxterbxtkannya | pertufan Bupau

Sl R Bax{);uv;a;ig‘;l 'Nomor 3 ’I‘ahunTéb 16 tenfang Petunjuk

P i

Menengah Desa dan Rericana :Kerja-: ‘Pemerintakh
:Desd: Desa perlu menyusun rencana: pembangunan
S ey ;r,gangka.merlengah,,_vggs,a,zjsesuax_;x;iqcpggg. Mls-;‘f@-@:r%yl?;}‘
KepalaDcsa,

T s .c Bahwa berdasarkan permmbangan sebagalmana
o dlmaksud dalam huruf a dan humf b, perlu

menetapkan Peraturan Desa- tentathéhcana

RELHE S i e

i Pembangunan Jangka Menengah ‘Desa
: Kampunganyar .’I‘ahun, 2015-2020.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



Mengingat

Indonesia.. Nornor 5495), i

o Nomor 4405); ,
H_Peraturan Pemcrmtah Nomor 58 Tahun 2005

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan 'Ncgéra (Lembaran N"cgai'a Republik
Indox1051a Tahun 2003  Nomor 47, Tambahan
) Lembaran Negara Repubhk Indonebxd Nomor 4'286)

'Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tent'lng,

Sistem PerC'lcanaan- Pembangunan Nasxonal

" /(Lembaran Negara Repubhk*ln’donesxa Tahun 2004

‘Nomor 104 Tambahan Lembaran - Negara Repubhk

% Indoncsxa Noirior 442,1),
i Undang Undang: ‘Nomor.;14 Tahun 2008 tentang
-, ‘Keterbukaan - Inforrnasx Publik . (Lembardn Negara

.Republik Indonesw. Tahun .., 2008 Nomm 61

__’I‘ambahan Lembaran Negeua chubhk Indonesia

'Nomor 4846),

=N T

] 'Undang-Undang Nomor 12 Tahun ‘3011 “tentang

. Pembentukan -' Peraturan : Perﬁndang-undangan

' Nomor: 82, Tambahan Léinbaran Ne_gara Republik

Indonesia Nomior 3234)'; R

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- . (Lembaran. Negara Republik . Indonesia Tahyig. 2014

Nomor .7, Tambahan; Lembaran NegaraRepubhk

¥

o Undang Undang Nomor ’23 Ta_hun 2014 tentang

Pemermtahan Daerah (Lembaran Negaxa Repubhk
Indonesm Tahun 2014 Nomr)r 244 Tamnahdn

..4.

' Undang—Undang Ndmor 9. Tahun 2018;: RSt 8 el
i 'Peratuz*an Pemcnntah Nemor 120 : Tahun 2004
Sl :tentang Rencapa Kerla Pcmcnnta}; (Lcmbaran

Negara.- Repubhk Indonema ’I‘ahun 2004 Nomor 74,
Tambahan . Lembaran Negara Repubhk Indones1a

.......

tentang Pengnloldan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara. Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
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Tambahan- Lembaran Negara Republik Indonesia
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,,,,,
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tentang Da.na Desa yang Bersumber dan Anggaran

N Pendapatan dan Belanja Ncgara (Lcrnbax an Neﬂdra
Repubhk Indonesxa i Tahun 2014 Nomor: 168
. Tambahan Lembaran Negara chubhk Indonesia
Nomor 5508) scbagaJmana telah diubah dcngan
Peraturan Pemenntah Nomori22 Tahin '801S

11 .'Pez‘at.urar; -Mgntex;‘i :Ddladi- Negeri'Republik Indorsesia

‘Nomor 111: tahun 2014 Pedoman-Teknis.Peraturan.

-Desa. ﬂ' SRR R i :,.u"::;‘.:-

_____ Nomor ez L13 tahun : ”014 tentang Peggelcladn
5 538 l"',ﬁr: ~ et

Ixcuangan Desa e

e

13 Peraturan Menten Dalarnﬁ Negcn Repubhk Indonema
' Nomor 114 tahun ) 2014 ' tcntang " “Pedomari
\ embangundn Desa. A S
14. Peraturan’ MenfEn' Deééi-'i_-zpé:"rfnbéﬁgﬁﬁhn' Daerah
‘Tcrt’ingg%l ‘dan - "Tran‘sfﬁi.gr‘qs'i' Repubiitk Indonesia
: Nemor, - tahym,, 20;15 sotentang. BPedogman
Kewenangnan Berdasarkan Hak Asai Usul dan
s Kg:wenangan Lokal Bcrskala Desa i e e
15. Peraturan, Menten Dcsa E Pembanaﬁnaria t')‘a.erah
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Penggunaan Dana Desa e

';i'G.Peraturan*M_entérl Keuangan Republik Indonesia
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Pengalokasian, | Pény.aluran, Penggunaan,
Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa ;

17. Peraturan Dacfah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- _ _Banyuwangi 'Tahun 2007  Nomor  10/E),
sebagaimana 'telah_ _diul:;ah— terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5
Tahun 2014 ;

18, Peraturan' Bupati Banﬁwangi Nomor 36 Tahun
2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/Uasa;

19. Peraturan Bupati Bahyuwa'ngi Nomor 13 Tahun
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Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA K,AMPUNGANYAR TAHUN

2015-2020
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11.

KETENTUAN UMUM
Paaal 1

Desa adalah Desa dan Desa ‘Adat atau yang dlsebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa adalab kesajcuan mas_yarakat hukum yang
memiliki batas wilayah. yang. berwenang untuk mengatur dar
mengurus urusan pernerintahan 5 kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa rnasya.rakat ‘hak asal usul, dah /atau hak
tradisional yang dlakm ‘dan dlhormatl dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik 7nd0r1c:s,1a o '

Pemerintahan Desa adalah penyelcnggaréan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempi)at dalaljn'l siétem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintah Desa adalah Kepala _Des'a'-'atau yang disebut dengan nama

lain dibantu pérangk,at Desa sebagai unsur penyelenggara:

Pemerintahan Desa. " :

Kepala Desa adalah Kepala Desa K“_ampv'rm“nva;

Badan Perrmusyawaratan Desa yang selanjuLnya disebut BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan' .s_ec'a.ra' demokratis. Pemerintah adalah
Pemerintah Pusat ' :

Peraturan Desa adalah pératilfan -perundang-undangan yang

ditetapkan oleh T(r*pala Desa >f‘le}ah dibahas dan disepakati bersama

Badarn Permusy awaratan Desa. :

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segalé sesuatu-beru‘pa( uang dan barang yang
berhubungan dengan peIaks'anéan hak ¢ Jan kewajiba‘h Desa. '
Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan aslh
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggraran Pendapatan dan

Belanja Deea atau perolehan hak lamnva vang sah,

.Pembangunan Desa adalah upaya penmgkatan kualitas hidup dan

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahtcraan mabyalakcxt Desa.
Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan

fungsi kawasan sebagai tempat perrnukun'm perdesaan, pelayanan
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._.
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16.

17.

18.

jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Pemberdayaan Masyarakat Desa -é’dal_ah upaya . mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkathan
pengetahuan, sikap, keterampilan, pcztilaiiu, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumberdaya '. melalui  penetapan kebijakan,
program, kegiatan. dan- pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Musyawarah Desa “atau yang : diset;uf: dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
danunsur masyarakat .yang . “diselenggara,kan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati halyang bersifat strategis.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang' selanjutnya,
disebut dengan I\/Il.lsrembanl»g> Dt:é&adalah_ forum musyawarah tahunan
yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan
desa dan kelurahan (pihak .b'er.kepenti'ngan untuk mengatasi
permasalahan dan pihak vang akan terkena dampak hasil

musyawarah).

. Musvawarah Perencenaan Pembangunan Rencana Kera Pernerintan

Daerah Kabupaten di Kecamaran yang  selanjutnya disebut dengan
Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum
musyvawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan
masukan prioritas kegiatan daxi Desa seita menyepakati kegiatan
lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten. ' :

Rencana Pembanguﬁan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
disebut dengan RPJM Desa adalah Rén-céma Kegiatan Pembangunan
Desa untuk jangka waktu 6' (enam) tahun yang memuat visi dan misi
Kepala Desa, rencana ' penyelenggaraan: pemerintahan  Desa,
pelaksanaan pembanguna‘ﬁ ~ Desa, 4.per-nli)inaan‘ kemasyarakatan,
pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Deéa;
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP
Desa merupakan penjabaran deri RPJM Desa untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang me.muat‘:rencé.na'peny,elanggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembéngunah,'-p‘embinaaﬁ kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat Desa.

Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi
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vang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya
alam, maupun sumber  daya lainnya, serta  dengan
mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan

terhadap anal, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakar

miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup,
pencdayagunaan teknologi tepat guné dan sumber daya lokal,
pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut
dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan
Desa.

20. Dana Desa adalah dana yang be_r.sum'ber' dari anggaran pendapatan
dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditranster
melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota dan
digunakan untuk mer:nbiayai. penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan,’ pembiriaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaar masyaralat. g -

21. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya di‘se.but dengan ADD adalah dana
perimbangan yang diterima Kébupaten/Kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja. Déerah Kabil_pateh] Kota setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus. ' A

22, Profil Desa adalah gambaran menyeluruh-men'genai karakter desa
yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam,

sumberdaya manusia. kelembagaan, prasarana dan sarapa, serta

perkembangan kemajuan dan permas'g‘:lallan ya%xg dihadapi di desa.

23. Visi Kepala Desa adalah suatu gam'ba‘llr’ém. .tantangah masa depan yang
berisikan cita- cita yang ingin diwﬁjudkanloleh Kepala Desa pada saat
pencalonan berdasarkan keadaar; obyektijf D_ésa. v

24. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang narus
dilaksanakan oleh Kepala Desa agar \’/is:i dapat terlaksana dan berhasil
dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi- dapat

terwuiud secara efektif dan efisien.
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BABII
ASAS PEN YU.‘:UNAN

akses

Pasal 2 .
RPUM Desa  disusun berdasarkan  keterbukaan
informasi, partisipatif dengaﬁ melibatkan- State Holder dan tokoh-tokoh
masyarakatDesa.
BAB I : PENDAHULUAN

BAB IL.:

BAB III :

BAB IV :

BAB V

1.1 Latar Belakang/Pendahuluan
1.2 Landasan Hukum '
1.3 Tujuan :
PROFIL DES4,
2.1. Kondisi Desa
2.1.1 Sejarah Desa
2.1.2 Letak Geografis dan Topog1 afi
2.1.3 Demografi
2.1.4 Keadaan Sosial dan Budaya :
2. 1.5 Keadaan Ekonomi
2.1.6 Fasilitas Umum
2.2. Kondisi Pemerintahan Desa.-
2.2.1 Pembagian Wilayah Des
2.2.2 Struktur Organisasi I-'.’emenntahan Desa
PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
33 Musyawara"l Desa Sosialisasi
3.2 Musrenbang RPJMDesa ~
POTENSI &RUMUSAN PRIORITAS MAoALAH
4.1. Potensi :
4.2. Rumusan Prioritas Maealah
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA

PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
5.1. Visi - Misi

5.2. Arah I\ebuakan Pembargunan Desa
5.3. Arah Kebijakan Keuangan Desa
5.4, Program Pembangunan Desa

5.5. Strategi Pencapaian

BAB VI PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Matrik Program I{egmtun Rencana Pembangunan Desa

2. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim,

Diagram Kelembagaan)
3. Peta Sosial Desa
4. Dokumen Proses Penyusunan
5. Dokumentas! '
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BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3 -
(1) Maksud penyusﬁnan RPJM Desa ada.lah untuk menyediakan pedoman

resmi bagi penyelenggaraan pemenntah Desa dalam melaksanakan
pembangunan. k. v T ™
(2) Tujuan penyusunan-RPJM Desa a'daléh sebagali berikut :
a. Menjadi ‘ pedoman resmi bagi ‘}I)émerintah Desa, BPD dalam
menentukan prioritas b1dangdan kegiatan tahunan Desa.
b. Menjadi tolak ukur kinerja: Taliunari Péxﬁefianw Desa,
(¥ Memberzkan garnbaran umum kondisi Desa dalam upaya untuk

mengoptxmalkan penvelenggaraan Pemenntahan

: BAB IV
. SISTEMA'erA PENYUSUNAN
CHINIGIT i ,;_x. 3 S;.-' i [ g ";A.".-; ', ?_“,:‘:j'!_,;{ w
s B "':""’pasa‘.lél D

RPIM DEsA KAMPUNGANYAR Tahun 20 16-2021 disusun. dengan :

sistematika sebagaiberikut :

HE Mg Biosy pr BT o SRR e rovnved ' ST
Pty Fue AP ; e S BAB V a4 ,._‘ i _'

‘ it 4 2 4l (RTINS LGS T
PERENFANAAN PEMBANGUNAI\ JANGI\A MENI‘VG'\H DFSA

K

' Phsal 5
RPJM Des‘e; ';r;nerupakan dokumen 'pereﬁcanaan pemBangunan jangka
menengah "Desa’ Vang merupakan’ ‘benjabaran dari Misiidan Visi' Kepalai;
Desa yang mémuat ‘arak kébi;ial'{é.ri»~?‘p¢l’Qba1:'ig-una_;n'i@esa dalam; kurup:.
waktu 6 (enam) Tahuri:ii i . L 4 Yt Wk oo GUAbREG poisig ey

. S f TOTBE dhmaedy g
Pasal6 L T Jr AT
Isi beserta ,:_!.lraiar* RP JM Desa “adalah sebag alma.na terv t\ m élérvf
lampiran peratumn ini dan merupakan baglan yanv tldak terplsahkan dan
peraturan Desa m1 i s AT _ N S

e T T R

RPJM Desa ini menjadi acuan dalam pényusunan RKP Desa’
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Pasal8 '
Desa sebagaimana ¢ dxrnaksud dalam pasal 7 merupakan landasan dan

n Ancgat an

RKP

pedoman bagi pemeuntah desa dalam mf.nyusun Rancanga

Pendapatan Adan Belanja Desa serta dalam pelakbanaan pembangunan

desa.

U Pasal 9

Rencana kegiatan- pada: ‘RPUM Desa‘dapat: dzadakan‘perub'ahan apabila:

a. terjadi peristiwa khusus seperu bencana. alam, Kkrisis politik, krisis

d,an/ atau. kerusuhan so$1al yang berkepanjangan; at
S, kebijakan Pemer intah, Pemerintah

ekonorm, au

- b. terdapat. peLu,bahan mendasar ‘atas
Provinsi, dan/qtau Peme\'mtah Dacrah

Peraturan Deqa ini "rn ‘ 1a1 berlaku pada tanggal ch undangkan Agar setiap

orang mengetahux, “fnem

dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

S R W - Di.te‘tapkan. di hampunganvm
- Pada ggxnggali .:. 9 Df,qembpr 2011

o Gt

= FnSUW-ED I
. NIP, 19620705 198603 1 029

Dmndangkan di.Desa, Kampunganyar T

Pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS, DESA KAMPUNGANYAR;E

WwARSO 8868 ¢ G |
T 503 19:200806 10015+ " i

RAN DESA KAMPUNGANYAR TAHUN 20 l 5 NOMOR

LEMBA

ermtahkan pengundangan pexdturan “Desa”int
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RISALAH ACARA RAPAT
'BADAN PERMUSYAWARATAN. DESA KAMPUNGANYAR DAN
KEPALA DESA KAMPUNGANYAR DALAM RANGKA MEMBAHAS
'RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG - ,
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDES )

ESA KAMPUNGANYAR TAHUN 2015-2020°

Pada hari ini: Rabu. Tanggal Enam: beias Bulan Desember Tahun Dua Ribu

Lima Belas, bertempat di- Balax Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah telah

diadakan rapat membahas Rancangan Ppraturan Desa Kampunganyar tentang_

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ’( RPJMDes ) Desa

Kampunganyar tahun 2015 2020

Rapat tersebut dihadiri oleh ™
1. Badan Permusyawaratan ‘Desa Kampunganyar sebanyak .9 orang (daftar hadir
terlampir), 350 vee sl
2. KepalaDesadan Perangkat:Desa, (daftar hadir terlamplr)

3. Tim: Perumus Rencana Pembangunan, Jangka Menengah Desa { RPJMDes )_':

Desa. Kamounganyactahun 2015 2020 B e IR Sl o

Dalam rapat tersebut Kepala Desa menyampaukart pen;elasan ‘Ran nca*xg'é:hf
bangunan Jangka Menéngah DEsa’

Peraturan Desa tentang Rencana Pem

fponn et - Bmeparn e BOUIHGINE Ry TR e
Setelahmendengar dan memperhatikan nenjelasan Kepala Desa dan
Ketua BPD rmaka peseﬁa rapat dapat mengambsl kessmpulan dan sepakat sebagai

berikut :;’ Menyetuwl Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Ppmbamunan

Jangka | Menengah Dc—:sa ( RPJMDes )
ditetapakan rnenjadx Peraturan Desa = g o

A

g e Romminvery

ganyar tahun 2015 2020 dan Kétua BPD menyampaikan-

Dbaa Kampunganvar tahun 2015 2020 untuk'
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DAFTAR HADIR RAPAT
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN. JANGKA MENENGAH DESA
RPJMDES TAHUN 2015 2020

/

_.Jabatan

da Tangan

SUWEDILg® .

_.Ren;ahggu_ngjawab

WARSQ,S:Ses: .

Ketua -

BT M, bk

Sekretaris

ESTU WIDODO

: An"ggota

SUWANDI i

_ :An"g_gota '

| oEKRI, BAMBANG s

o ’}{.UL"AT'N;SE} "'/'-'__-." o

. ANggota. .

oI I O o

FERI L.AKSANA SE

‘.-_An_ggoga ,i" o PR W

|'SUGIONO'

" ARggota

TSUMARTINI AMJ.Keb

'.AAnggota | E4

JAJANG NURYAMAN g Kom:

.Anggota.‘. S FE D

AN SUTIKNO p?

Angaeta

. AAR]YADI YANTO S.Pd T

Anggot«‘r- fo Eathoas itk di 1 j*,"_-

- |:RAYIS,5.808 il i
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PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

~ RPJMDES TAHUN 2015-2020

NO. |

NAMA |

" JABATAN

TANDA TANGAN

2

3

©

e
| ‘Sutikno® " - |
1mamSunkn0
*1"Sugiono

Abdu:Sabrin

PREE

Piispiesierys

' Ketua BPD

Wakil Ketua BPD.

‘Sekretaris BPD . 3.

P e S g

i y 3 e
] A LSt e

| Ariggota BRD 1

. { Anggota. BRD,

| Anggota BPD

ESEEE _‘Anggota.B\PD) P 71

“lAnggotaBPD [ 4. in

P B-a'da.n:Perm_&'xsy}a’vi(}aratainlbg;;a Kampunganyar
. 5 s -,-;:.'»:;KETUA '

CEWS B
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LAMPIRAN 2

PENYUSUNAN RPJM DESA



Kampunganyar, 14 Desember 2015

Tim Penyusun RPJMDesa A

Nama L Jabatan : ._:flfanda Tangan

SUWEDE T  Kema |1 / .

WARSO SSOS - P " Sekeraris - 2 "—‘J’l

e 7
YULIATIN,SE S -Anggota BKA%/Q/ )

RAYIS,SSa@ 4 e Anggota“ q//& 4T\

FERI LAKSANA/SE 17 = '#1" ! Arjggota 5. i

)
ESTU WIDODO:". rsiip i iy el Angf’otaf‘:“:; e e e L;_‘, i

SUWITO: st wpays sty S ~,:.'> Anggota i)

SUMARTINI ! e N, S pip _Anhggota ..

SUWANDI . | - Anggota

SlolwiolNon v s iw s

TATANG NORVAMANSKom | oo ToTT

SUGIONG -

“ i Apggota T eplld

—
N

HARIYADIYANTO SPd;_

. Anggota

—
i

IMAM SUTIKNQ.

5 Anggota

—_
b

DEKRI BAMBANG S

Anggota

\ CRSTATESD S,
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PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMA FAN GLAGANI

KANTOR DESA KAMPUNGANYAR

Jalan Kemuning Nomor. 01 Telepon.. 08283332792

meil /\cmy)mmwzym 6G@yalivo. com

@) Kode_P(zs

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA KAMPUNGANYAR KECAMATAN GLAGAH
' KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2012 - 2020 '

Dalam rangka penyusunan Renéap‘a ‘Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes) Desa Kampunganyar tahun 2015 -2020,maka pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 1 Tiesember 2015
Jam : 14 :00 WIB o
Tempat . Balai Desa Kampunganyar :

- Telah di Sselenggarakan .musyawarah yang dibadiri Aparatur Pemerintal:
Desa,BPD, tokoh masyarakat, dan unsure-unéurlain'9ehagaimav1a dalam daftar hadir .

. Materi atau topik : Pembentukan Tim Peru.mxs RPJM Des Desa Kampunganyar
2. Unsure Pimpinan rapat dan nara sumber :

Pimpinan Rapat . Warso. S.50s ( Sekdes )

Sekretaris / Notulen : Hariyadi ( Kaur Bang )
Narasumber : Suwedi O (Kepala Desa)
Suwito ' ( Ketua LPMD )

Hariyudi yanto ( Ketua BPD )

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya semua peserta rapat
memutuskan dan menyepakati beberapa hal- yana berl\etcpatan menjadi Keputusan Akhir
dari Pertemuan / Musyawurah yaitu ;

1. Menetapkan tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahur
2015 — 2020 Desa Kampunagyar - it

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 - 2020 Desa
Kampunganyar sclanjutnya akan bekerja- dcngan seabik-baiknya serta dilegalkan
dengan Keputusan repala Desa. i

Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2020 Desa
Kampunganyar
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Naﬁa

Jabatan - ,
penggung ]'awab g SUWEDI :
Ketua WARSO, 8.Sos
Sekertaris YULIATIN, SE
Bendahara RAYIS, S.So0s
Anggota FERI LAKSANA, SE
Anggota ESTU WIDODO
Anggota SUWITO -
Anggota SUMARTINI
Ar}ggo[a : SUWANDI .
Anggota JAJANG NURYAMAN,S.KO m
Anggota . SUGIONO 4
Anggota HARIYADIYANTO, S.Pd
Anggota IMAM SUTIKNO

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagai
mana mestinya ; ‘

Kampunganyar, 01 Desember 2015
Mengetahui dan menyetujui.
Wakil dan Peserta

, | .
Hariyadi yanto - y@”’ﬂ /

Pemerintah Desa

LPMD Suwito * . e
Karang Taruna Napang 8 S 4
Tokoh Masyarkat Asmuni - Ay N
" Meangetahui /i

ampunganyar

Pimpinan Musrenbang Pj.KepalaDesa

f

SUWEDL
NIP. 19620705198603102
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PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GLAGAH

KANTOR DESA KAMPUNGANYAR

Jalan Kemuning No. 01 7elepon 085235941571
KAMPUNGANYAR Kode Pos 68454

Menimbang

Pertama

Kedua

Tembusan :

1. Arsip

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAMPUNGANYAR
NOMOR : 188/ 06 / KEP/429.503.08/2016

i

" TENTANG

SUSUNAN NAMA DELEGASI MUSRENBANGDES 2016
DESA KAMPUNGANYAR
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 20 16.

KEPALA DESA KAMP.UNGANYAR

Berdasarkan hasil musyawarah Desa yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari
2016, masyarakat Desa Kampuaganyar telah menyetujui dan menyepakati namas
nama pengurus Peserta DeleoaSJ Musrenbangdes Tahu.n 2016.

Menetapkan :

Menetapkan Pengurus Delega51 Musrenbangdes Tahun 2016 untuk melaksanakan
pengelolaan kegiatan di -Desa | Kampunganyar sesuai dengan pedoman
pelaksanaan dengan nama nama pengux us sebagai berikut ;

1. Bidang Pendidikan S SUJALI, SPd.i

2. Bidang Kesehatan : DENI RAHMAYANI, Amd.Keb
3, Bidang Pertaniaa ©  _ : ASMUNI

4. Bidang Fispra .« SUWANDI

5. Bidang Gabungan Ry . FERY LAKSANA, QE

Keputusan ini_berlaku sejak tangga] 22 Januari 20]6 de%an ketentuan bahwa
keputusan ini dapat berubah jika _persoml vahg di tetapkan tersebut terdapat
perubahan sesuai keputusan masyarakat dalam musyawarah,

.Ditetapkah dr . Kampunganyar
Tanggal 8 2" Januari 2016

o NIF, -19'6’7070519860310’79
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DAFTAR HADIR

o
N

=
@

MUSRENBANGDES TAHUN 2016
DESA KAMPUNGANYAR
No ~Nama ;= B ]
1 | i an :
| 2 | Sospme . L
3 | Sdudepc,> g
4 |02 7D V. h
5 | S g X
s | AYamip
7 /_'/é‘-(z;;{?""
8. | . Sapto:
9 [
10|
11

()/acr oFr7

B. Swwep|

MU i

/it At

N\

Qur ..-..T;‘
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Moy L a2
5 | /L s [TRpAM- | 44 5B (0
44 |Reana. Vah lny' s b 7/ “ =L
45 |Vaaik Erakan 45 N ;
46 \\w&/‘éub‘ 62*7/0'7‘«"») & 46 &M/ég
La| Sematn . e . W [,
o] AniSll o T eg s D T W
w400 CHOUR| fapleo | 2T e 7K
500 8 el Bl o - L N
1 | ftca,ns; o bln 21 o2 bl £i7 ol ‘
52 | iz ol . 2 e 2, 50 (i
53 CS’V(/“ ORS /%/apuﬁo %2’ L2y |53 : T
54 | PRASOASO KRA4 JA~ | Br. 04 = 54
s | K2 g s B s e BT EC T
55| QRO ohibpues | BT ¢ o 56 (UL
57 éSm‘%o JOZLM:a, Q2 o3z |5 (T T
58 | AR OMD aoiourn | el 61 58 ¢
59 | L& (A, | e -
60| LS e e AR o B
S Y 61 ;
62 62
63 63
B4 64
65 65
Kampunganyar,22 Januari 2016

Pj.Kepala De}a kampunganyar

i
!
:
|
i

i
;
i
i
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LAMPIRAN 3
PENETAPAN RKP DESA



g

e B i R

PERATURAN DESA KAMPUNGANYAR
 NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG =

.. DESA KAMPUNGANYAR

- KECAMATAN GLAGAH. -
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- KEPALA DESA KAMPUNGANYAR
_KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI,

PERATURAN DESA KAMPUNGANYAR
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI -« - -
: NOMORITAHUN2016 "
\ TFNTANG h

RENCANA 'KERJA PEMBANGUNAN DESA KAMPUNGANYAR =
TAHUN ANGGARAN 2016 - i 1

. DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHAESA © 7
. KEPALA DESA KAMPUNGANYAR;: - s i

Menimfb"aﬁg Siigi bahwa: Pemerintah’  Desa  wajib “menyuslii “dokurhen

. perencanaan pembangunan Desa berupa Rencana Kerja

A P\.mbangunan Desa (RKPDes) yang merupakan

G L eniabaran dari Rencana Pemba_ngunan Jangka
- Menengah Desa (RPJMDes); - : Sesf 5

_.b._bahwa Rancangan. Peraturan Desa tentang Renca,na Kexja

" PPmbanounan De (RKPDes) sébaﬂal'nana dxmaksud

SRR O .Badan_P crmusyawara;au,Desa fTRR DTTAOUTIY DHIDY
' c bahwa ) berdasarkan pertlmbangan 4 sebagalmana
-Peraturan - -Desa, Kampunganya.r tentang ‘Rencanad :Kerja

_ Pembangunan Desa (RKPDes) Desa Kampunganyar
' Tahun Anggaran 2016

»~-~'1!u ks 1o i B A g »;: {GASER R o) T

Mengingat .71, Undang-Undang Nomor. 6-Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Ncgara Repubhk IndoneSIa Tahun, 2014
" Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Repbulik

iU ndoriesiaNomor 5495); '
2 . Peraturan, Pemermtah Nomor 43.Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa  (Lembaran ‘Negara' Republik

_ Indonesia- ‘Tahun: 2014 Nomor 213, ;Tambahan- Lemba,'ran'

. Negara Repubhk Indonesia Nomor 5539),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
EEW e Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
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2
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 5558);

" Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

- tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6

tahun 2014 tentang Desa ( Berita Neoara ‘Republik
Indofiesia Tahtin 2014 Noinor 209 1);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor'113 Tahun 2014

A '. tentang. Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita ,Negara
" Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 2093 );

+ ' Peraturan’ Menteéri' Dalam Negéri Nomor 114 Tahun 2014
_tentang . Pedoman Pembangunan. Desa (. Berita. Negara

' Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 );

‘Peratittar: ~Mentéfi Desa; ™ Pembangunan " 'Daerah
-‘-'I‘ertinggal dan Transmigrasi: :Nomor -1: Tahun 2015

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal

'tentang Pcdoman Tata Tert1b da.n Mekamsme

Pengambxlan Keputusan Musyawarah ‘Desa ‘( Berita

- Negara Republik Indonesia: Tahun 2015, .

Peraturan Memeu Desa, » Pembangunan ‘)aerah

"::'Tertmggal dan Transmlgra31 ‘Nomor 5 Tahun 2015
. otentang -Penetapan ‘Prioritas: Penggunaah: Bana Desa {

_ Berita Negara, Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor
297);

Ghny ean 0 PéFatiran” Daerat! " Kabtipatei - BanyUwatigl™ Nomor 12

_Tahun 2014 tentang Anggaram: Pendapatan.dan Belanja
'Daerah Kabupaten Banyuwang1 Tahun Anggaran 2015

| Peratutan; Daerah "Kabupatén  Banyliwangi ‘Nomor 13

i itifbgi :

- Tahun-20]14 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang / Jasa d1 Desa;

@i B 'Peratiiran Bupati éanyuwangl Normior 13 Tahun' 2015
i+ tentang “Pedoman: Teknis dan Tata Cdra ' Penietapan
!Besaran Aloka51 Dana Desa, .yang, belrsumber .dari

‘Anggaran Péndapatan dan Belanja Negara bagi setiap

“Desa’ di ‘Kabupaten Banyuwangi ‘Tahun’Anggaran 2015
.. (Berita . Dagrah . Kabupaten.- Banyuwangi: Tahun 2015

Nomor 13),

“ Peraturan ‘Bupati Banyuwang1 ‘Nomor 14 Tahun 2015
tentang: Pedoman Teknisdan : Tata Cara Penetapan

Besaran Alokasi Dana Desa yang = bersumber

" dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi
.. setiap' Desa di KabupaténBanyuwangi Talilin Anggaran

2015 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun
2015 Nomor 14);
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Menetapkan :

KESATU - - :.

KEDUA _

e ¢ B

KETIGA . - ;

e

_dan LPMD sebaga1 koordmator

Y T R P Tl

KEEMPAT

3

13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015

tentang Pedoman - Pengelolaan Kéuangan Desa di
. Kabupaten . Banyuwangi. ( Berita Daerah Kabupaten
' anyuwangl Tahun 2015 Nomor 15)

14. Peraturan Bupatl Banyuwang1 Nomor 16 Tahun 2015
tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi
Hasil Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah Kepada Desa
di Kabupaten Banyuwang1 ( Berita Daerah Kabupaten

" Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16); -~

.15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015
tentang Penghasilan I&epa.la Desa dan Perangkat Desa di
§ oW

o 'Kablipatén’ * Banyuwangi  ( “Beérita ‘Daerah Kabupaten
.-~ Banyuwangi; Tahun: 2015:Nomor 17); -

516 Peratm an . Daerah Kabupaten Banyuwang1 Nomor 40

Pendapatan Dan Beléanja: ‘Daerah Kabupaten' ' S

.:,__}—Banyuwangx Tahun, Anggaran 2015; . o

| 17 .Peraturan Desa Kampunganyar Kecamatan Glagan

U Nomor 1 ‘Tentang ‘StAIkiuf Organisasi ‘ddn” Tata Kerja
Pemerintahan Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah ;

Dengan Kescpakatan Bersama: .. . .

BADAN PERMUSYAWARAT‘\N DESA KAMPUNGANYAR ;

AT 1iiis “danies P
K_EPALA DEDA KAMPUNGANV A.R :

sty ¥
BIEH ¥ 3EG i sy

DTSR GEERTTIIONG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA  KERJA

PEMBANGUNAN' DESA (RKPDes) DESA KAMPUNGANYAR

- KECAMATAN : GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN
20 16 -

£ passtannEl pady

Melaksanakan musya,warah perencanaan. pm1bangunan

‘ Bupah melah.u Carnat

__'-... g s L e iyr ,‘. T fasiivz
5 2 a R R R s 154 ) 3 i A B

: ,”RKPDes dlsusun berdasarkan RPJMDes 5(hma) Lahunan

 melalui forum Musrenbangdes;

Berita Acara RKPDgs dltanda.tangam .oleh Pemermtah Desa

RKPDes merupakan bahan baku rencana kegiatan
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pembangunan di Desa untuk diusulkan ke Rencana Kerja
Pembangunan Daerah;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

e TR o Choelisd i TEeERS BRI S UONC ST 2 DR

~~ Ditetapkan di‘Kampung'anyar

2R gt
i
Crpredn:
2 S L o
i 1 it i
2y

Dlundangkan di kampunganyar
Pada tanggal 22 Januari 2016

SEKRE’I‘ARI.S DESA KAMPUNGANYAR” i B |

W\A R S O S :Sos- TR oe £ AREITTSREEREN S0 A J RS : RHLAT B

Pengatur Mudangkatl e | een el o

NIP. 19790319 200906 101~ '~ "'
LEMBARAN DESA KAMPUNGANYAR -TAHUN2015" NOMOR:..

sn T
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RISALAH ACARA RAPAT
'BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNGANYAR DAN
KEPALA DESA KAMPUNGANYAR DALAM RANGKA MEMBAHAS
'RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG - _
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDES )
DESA KAMPUNGANYAR TAHUN 2015- 20200 -

Pada hari ini: Rabu Tanggal Enam: belas Bulan, Desember Tahun Dua Ribu

Lima Belas, bertempat d| Balai.. Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah telah

diadakan rapat membahas Rancangan PPraturan Desa Kampunganyar tentangv

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ;( RPJMDes ) Desa

Kampunganyar tahun 2015 2020

Rapat tersebut dihadiri oleh ™
1. Badan Permusyawaratan Desa Kampunganyar sebanyak 9:orang (daftar hadir

terlampir). i
2. Kepala: Desa dan Perangkat:Desa (daﬁar hadir terlampw)

3. Tim: Perumus Rengana Pemba,ngunan langka Menengah Desa { RPJMDes )_:

Desa.. Kamounganyat tahun 2015 2020 Lo

Dalam rapat tersebut Kepala Desa menyampalkan penjelasan Rancangan‘f
Peraturan Desa tentang 'Rencana Pembangunan Jangka '\/Ienengah Dhsa ("
RPJMDes ) Desa’ Kampunganyar tahun 201 —2020 dan Keétua BPD:menyampaikan:

Tata Tertit’ rapat LRl s Lk site

e B PPt G Rk L 03 7
Setelahymendengar dan mempﬂrhankan penjelasan Kepala Desa dan
Ketua BPD maka peserta rapat dapat mengambﬂ kesmpuian dan sepakat sebagai

berikut ;" '\Aenyetu)ul Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembanqunan

Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) D«;sa Kampunganyar tahun 2015 2020 untuk'

LB

dttetapakan menjadn Peraturan Desa ——

e

[ETEEE o

Ketua

!

DAFTAR HADIR A T BPD/
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PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
o RP,‘JM_DES‘T.AHUNA?M5_-2020

A

A

* JABATAN

TANDA TANGAN

2

3

Antri

B A7

SutikAo™ "

2 Imam . Sutikng... .. ..

“I"Sugiono

Abdu:Sabrin

| | Anggota BPD

ooy R i

L Ketua' BPD
| Wakil-Ketua BPD.-

Sekretaris BED | . 13,5

8 AR

- { Anggota. BED

e

s

AR
e

¥ ﬁ@;«md

i

e Badan,Pe,rm_usy_a'w;a_rata;x}fi')__g_sa Kampunganyar
' .o KETUA

PR B
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LAMPIRAN 4
PENYUSUNAN RKP DESA



BERITA ACARA

PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di €
Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa
Timur pada : ' <

telah Dibentuk Tim penyusunan

terlampir.

Hari : Rabu

Tanggal : 20 Januari 2016

Waktu : 18.00 wib

Tempat : Balai Desa Kampunganyar

Desa

rancangan RKP Desa sebagaimana daftar

Adapun susuhan Pengurus Tim Pehyusun RXP-Desa adalah sebagai berikut

No b Gy ?‘?M NAMA JABATAN DINAS | KET.

1. | Penanggung | SUWEDI Kepala Desa
Jawab/Koordinator

2. | Sekretaris WARSO,S.Sos Sekretaris Desa
3. | Anggota RAY"IS,S.Sos Kaur Pemerintahan
4. | Anggota HARIADI YANTO, SPd | Kaur Pembangunan
g, | Anggota YULIATIN,SE Kaur Keuangan
6. | Anggota SITI AMALIA | Kaur Umum
7. Anggota AMULYONO Kaur Kesra
8) | BmeRats HARY YUDIYANTO | Ketua BPD
g, [MEEaA SUWITO Ketua LPMD
10| Anggota SRI NURYANA Ketua TP.PKK
11| Anggota DENI RAHMAYANI Unsur Perempuan
12| Anggota ASMUNI Tokoh Masyarakat
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Demikian Bérita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kampunganyar,20 Januari 2016

Menggfahui, "y
PJ.Kepala De K7mpunganyar Sekretaris Tim ﬂenyusun RKP Desa

UWEDI WAREO;_S.SOS
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DAFTAR HADIR PEMBENTUKAN TIM PERUMUS RKP-DESA
’ DESA KAMPUNGANYAR TAHUN 2016

No NAMA JABATAN DINAS TANDA TANGAN
1. | SUWEDI Kepala Desa y
2. | WARSO,S.Sos Sekretaris Desa
3. | RAYIS,S.Sos Kaur Pemerintahan
4. | HARIADI YANTO, SPd Kaur Pembangunan
5. | YULIATIN,SE Kaur Keuangan
6. | SITI AMALIA Kaur Umum
7. | AMULYONO Kaur Kesra
8. | HARY YUDIYANTO Ketua BPD
9. | SUWITO Ketua LPMD
10| SRI NURYANA Ketua TP.PKK

—
[y

12,
i5
14,
15,
16.
17,
18,
19,
20,

| DENI RAHMAYANI

ASMUNI
JAJANG N.
SUGIYONO
RUDI HARTONO
DEKRI
ABD.ROHMAN
FERI LAKSANA
SUWANDI

ASIS

Unsur Perempuan
Tokch Masyarakat
KADUS

KADUS

KADUS

LMPD

KADUS

KADUS

Tokoh Masyarakat

Tokoh Masyarakat

PJ.K¢pala Desa Kampunganyar

/

SUWEDI ‘
NIP. 19620705 198603 1 029
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LAMPIRAN 5
LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN



PERATURAN DESA IKAMPUNGANYAR
NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISAST PELAKSANAAN APBDes
TAHUN ANGGARAN 2016 '

DESA KAMPUNGANYAR KEC.GLAGAH
KABUPATEN BANYUWANGI

5 U 8 S A
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PEMERINTAI1 KABUPATEN BANYUWANGI
K.ECAMATAN GLAGAH

KANTOR KEFALA DESA KAMPUNGANYAR
Jalan Kemuning No.1 'relp. /Fax. 08283332792 kode Pos 68454

T 1) 1 T W —

Kampunganyar,16 Februari 2017

Nomor : 900/08 /429.503.08/2016 Kepada

Sifat . Segera/Penting . Yth.Sdr. Bupati Banyuwangi
LLampiran - 1 (satu) berkas di

Perihal . Penyampaian Peraturan Desa Banyuwangi

Kampunganyar Kecamatan
Glagah Tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi
APBDesa Ta.2016

Bersama ini disampaikan dengan hormat Peraturan Desa Kampunganyar
kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi Nomor 01 Tahun 2017 tentang
Laporan ~Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Kampunganyar kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi Tahun Anggara.n 2016
yang telah ditetapkan dan diundangkan oleh Pemerintah Desa sebagaimana berkas

terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

Py, .Kepala Desa Ka nganyar

4

SUWEDI
NIP. 19620705 198603 1 029

Tembusan : .
Yth. 1. Sdr.Kepala Bagian Pemerintalan Setda Kabupaten Banyuwangi
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KEPALA DESA KAMPUNGANYAR .
KECAMATAN/GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN D ZSA KAMPUNGANYAR
- NOMOR 1 TAHUN 2017 :

' TENTAN G

e .. LAPORAN FERATANGGUNGJAWABAN: ... -,
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
717 TAHUN ANGGARAN 2016 ° o

'”‘”DENGAN BATIMAT TUHAN YANG MAHA,E’HSA”" Y
_ KEPALA DESA KAMPUNGANYAR

il B aeesrin i e B sty o U dimnie (08 SRS E iR T IEE
Ménimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan
gt vt 1 Bupatiii ‘Banyuwangi ¢ ‘Nomor 1577 Tahun''72015" " ‘tentang
_Pengelolaan Keuangan Desa sebagaxmana telah diubah dengan
Sl Pératirah “Buipati Banyutarigi Nomor 51 Tahun 2015, Kepala:
e e DESA cmenyampaikan.. laporan. : pertanggungjawaban : :realisasi
S " pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah
- ‘berakhirfiva ‘ tahuin " ariggarain ' paling’ lambat™ bulan Januan

. ... tahun anggaran, berikutnya.. . ..
R ! bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a,

FEaAs

: Pertanggun ,nawaban Reahsas1 Pelaksanaan Angga"an
WOOThATLIL RN Pen&apétan ‘di&n- ’Befanja Pesa’ Tahtm Anggaran 20157

Mehgmgat Und’éng-UnOang ‘Nomor 6 Tahun 2014 tentdng Desa
PR 5. (Lembararn: ‘Negara tahun: Republik: Indonesia Tahun'! 2014
o '~ Nomor 7, Teunbahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
: ‘Nomor: 54‘95)

2. .Peraturan-. Pemerintah. Nomor .- 43: Tahun 2014 tentang

" Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun

- 2014 tentang-Desa (Lembaran Negara Republik Indoénesia

_ Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara

“Republik Ihddnésia”Némor 5539) sebagaxmana telah’ d1ubah

..dengan Peraturan.Pemerintah Nomor47 Tahun 2015;7

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

“Desd ‘Yarg Bersuniber Dari Anggaran' Pendapatan - dan

. Belanja Ne :gara,. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia. Nemor :5558) ¢ sebagalmana telah diubah dengan

Peraturan Pemenntah Nomor 22 Tahun 2015;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedomadn “Pékiis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); -

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);




"R

6.

7.

8.

95

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nonior 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomeor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Teriib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan
Prioritas Fenggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun

2015 tentany Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;

11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2014

e e
B i -3

tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di

: ntentang: Pedoernan - Pelaksdtiaan Afggdran Pendapatarn dan

Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi .Tahur .Anggaran-
,2015";3 -t ‘,“'.‘.._'?_z:-vl_.‘: e e el B AT €. ‘ AL F

~ 13. Peraturan - Bupati : Banyuwangi:- Nomer: 41 “Tahun’ 2015

tentang Penjabaran Anggaran. Pendapatan. dan . Belanja

: i
(O

“Daerah’Kabupatén Banyuwangi Tahiin Aniggaran 2015;

14 Peraturan Bypati Banyuwangi, Nomor .13, Tahun: 2015

e

sige s 24
“]1 H

 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran
:Dana. Desaiyarig:"bersumbes* dd¥’ A¥ggaran
bupaten Banyuwangi

Pendapatan dan Belanja Daerah

ot iBeritd -Daerall Kabupaten 'Banyuwangi Tahun 2015 Nomor

13 ), sebagaimana telah diubah -dengar Peraturan’ Bupati -

' ‘Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2015; = .

. 15. Peraturan :Bupati: Banyuwangi Nomor' 14 Tahun 2015

tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran
- Dand Desa: yarig bersumber ‘dari Anggaran Pendapatan dan

... Belanja Negara bagi setiap -Desa: di Kabupaten Bahytiwangi

,,,,

(Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor

714 ), sebagaimana‘telah divbah déngan “Peraturan Bupati

Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2015;, .

§ v i ; o

/16! Petaturan ~ Bupati ' Banyuwangi ‘Nomor 15 Tahun 2015

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangai’ Désa' di Kabupaten
Banyuwangi {Rerita Daerah Kabgpa_tgn.ﬁB,anygwgngi Tahun

12015 ‘Nomor“ 15'), sebagaimana ‘telah diubah dengan

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor:51 Tahun 2015;" " .

~ "'17.Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015
+ .~ tentang Pedoman dantTata ‘Cara Penetapan’ Alokasi Bagi

Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di

" Kabupaten ' Banyuwarigi (Berita  Daerah Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);

18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015

tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di



Kabupater: Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 17 );

19. Peraturan Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Nomor
01 Tahun 20116 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanJa
Desa Tahun Anggaran 2016. .

Dengan Kesepakatan Bersama ey
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KA'\/IPUNGANYAR
Dan
KEPALA DESA KAMPUNGANYAR e

: : MEMUTUSKAN
Menetapkan :’PERATURAN DESA TENTANG LAPOR/}N PERTANGGUNG

U JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
"'DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20 16 ’

=3 ;-'2;-'3':;. patesy

: X; K : Pasa_[ 1 Sy Pl
e Ant,garan Pendapatan dan Belanja Desa Tah‘un Angga.ran 2016

-~ "dengan rincian sebagai berikut: ,
1 Pe_ndapatan Desa S e Rp 1.305. 538. OOO

b 0N 0 0 ELE T & 8 ;;.z'd!mf.:,rg.?'.-h kA

2 Belanja Desa: i ECLETRR :
i :*’ a. Bldang PenYelc'r')‘,ggaraan Pemenntah Desa ‘Rp:” 457 124 087
T b Bldang Pelaksanaan Pembangunan Desa  Rp. 625.526.400
' c. B1dang Pembirniaan Kemasyarakatan Rp. 163.434.700
; d Bldang Pemberdayaan Masyarakat - Rp. 37.045.800
ol g:.. Bidang Tak Terduga ' Rp. 0
.=+ Jumlah Belanja ; i, Rn 1.283.129.987

116 Surplus/Defisit: |

¥ 1.72;353.600

a. Pémérimaan Pembiayaan
;b Pengeluaran Pembiayaan 1 779.353.600
Selisih Pembiayaan (a—-b) b

,,"Urala,n lebl’h -lan ut” mengenm el pelaksanaan A"Anggaran
;. Pendapatan dan elanja Desa sebagalmana dimaksud Pasal 1,
v ‘Eercanti.lm d@laxq; ga;nprran PeratuxamDssa ini terditidari:”
‘a. Lamp1ran;l : ':ébapqnem Perta.nggun'awaban ~ Realisasi
T s e - Pelakeafiadn - APBD@§ATahun Anggaran 2016
b. Lampiran II ; LrapomffliL Kekéyaan Milik ‘Desa per 31 Desember
) . = 2016,
c. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah
yang masuk: ke desa. :
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Diundangkan di : Kampunganyar
Pada tahiggal : 15 Februari 2017

SEKRETARIS DESA KAMPUNGANYAR

Yoo

poe

H

LEMBARAN, DESA KAMPUNGANYAR TAHUN-2017 NOMOR01 &

Pasal 3
Lampiran-lampiran scbagaimana dimaksud dalam pasal 2
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa
ini.
Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan

pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan-

berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di:Kampunganyar
Pada tanggal :15 Februari 2017

i :

SR RGN
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RISALAH ACARA RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNGANYAR DAN
KEPALA DESA KAMPUNGANYAR DALAM RANGKA MEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN ‘
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASTI PELAKSANAAN APBDeca
XKAMPUNGAHYAR KECAMATAN GLAGAH
"TAHUN ANGGARAN 2016

Padahan ini Jum’at tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu
enam belas; bertempat di Bzla: Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah telah
di:a’dakah 1apat rﬁémbaha:; Rancangan Peraturan ﬁéis:a'E"Kémpurigényar
!\ecamatan ; Glagah tentang; Laporan Pertanggungjawaban -Realisasi
Pelaksanaan Apbdesa Kampunganyar kecamatan glagah’tahun ‘Anggaran

Rapat terSébut dlhadm oleh ,

1 Badan Pennusya,walatan Deaa Ixa.mpungany;r sebanyak 11 orang (daftar

Fiiiady

2. Kepala Desa dan Perangkdt D«=sa (daftar hadir terla_fnplr) ; _
3 Penguluo Lp MD dan Lembaga Desa yang ada di Desa Kampunganvar yang

masmg—masmg sebaga1 peninjau dan dapat menyampalkan Sarah melalu1

anggota rapat

i1 ik

| ‘Dafam’” Yapat tersebut Kepala Desa menyampalkan “penjelasan
Rancangan!:Perdturan Desa tentang Laporan Pertanggun.awaban Reahsa51
Pelaksanaari Apbdesa Kampunganyar kecamatan gla[gah tahun anggaran

2016.

Sétélahs mendengar dan memperhatikan penjeIaSén Képala Desa dan
Ketua BPD maka rapat dapat mengambil kesimpulan dan sepakat sebagau

ber 1kL.t

An ggaran Pendapatan da:n Bvlan)a Desa. hampunganyar Tahun Anggaran ?O 16
sebagal “benkut fa ; e . o = e
1. Pendap an Desa

R T

’Rp.'“ 457.1"23.087
_Rpl 625.526.400
= Rp. 163.434.700
Rp. 37.045.800
Rp. 0
Rp.1.283.129.987
Rp. 24.761.613

a
b.
.
d.
e. Bldang Tak Terduga

Jumlah Belanja
Surplus/Defisit




. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 2.353.600
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 2.353.600

¢.Selisih Pembiayaan (a -1 ) Rp.

d.SILPA , ‘ Rp. 24.761.613

. | Badan permusyawaratan
-« Desa kampunganyar
i Ketua

Gaiyar -

(B . P 3 o4
£ _—y
; i
4, :

. .+...... HARY YUDIYANTO

:Y (2
TR Sy ¢ v g il !
7 ! X : e
T _s}. 5 LA 4 3 o
. 1 e
i e %, !
. i
i ¥ 2 4 fa
R H e
5 3.5
pe dirgraer o seie, i
i f
vt % el s ipleijen a5 it
£ $
i i AL ‘,_«5 3
b % LR e R g 2 : P S R YA A s
i K e & ; ; 3
5 ; ar i, i s gy

i3
!

R TESLE R

|

¢
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i(ECAMATAN GLAGAH TENTAN( LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDesa
. KAMPUNGANYAR TAHUN:ANGGARAN:2016: : :
TANGBAL 10 Februari 2017

IDAFTAR HADIR RAPAT

MEMBAHAS RANCANG AN PERATURAN DESA KAMPUNGANYAR

NAMA

'JABATAN DLM PEMDES | TANDA T»GAN

g .'37“”.'» :2;:.

=~

o

- ABD ROHNAN

SUWEDI

WARSO S. Sos

RAYIS, SiSos:.ui fiushis

YULIATIN, SE™
HARIYAND! YAI\:I‘TO . Pd

s AMALIA -

A MULYONO

FERILAKSANASE!: i+

SUGIVONO

RUDI HAR“"ONO R

URYAN]AN SKom

PJKepalaDesa |

‘Kaur. Pemerintahan:;:: - ~

| Sekretoris Desa ... . |2

w1 Ralr Kebargan'* # 1-t g2

Kaur Pembangunan "R T8

Kadus-Krajan:i+
7 Kadus Panggang

K.adus Rujopuro

o KadusK 'bendo

s DEVIAESTU PRATIWY 11 S
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1. Tanggal

Nama
Jabatan

Pertanyaan

Narasumber
Pertanyaan
Narasumber
Pertanyaan

Narasumber

Pertanyaan

Narasumber

Pertanyaan

Narasumber

Hasil Wawancara

: 13 April 2017
: Bapak Suwedi
: Kepala Desa

: Mengenai perencanaan dalam pengeloaan keuangan desa,

apakah desa sudah mempunyai RPJM Desa?

- lya desa sudah mempunyai RPJM Desa.

: Apakah proses penyusunan RPJM Desa berjalan dengan baik?
: Alhamdulillah berjalan dengan baik.

: Bagaimana proses penyusunannya?

: Awalnya membuat tim penyusun dulu habis itu kemudian tim

penyusun tersebut mendata kondisi per dusun misalnya seperti
potensi dan masalah yang ada di dusun tersebut kemudian
diadakan rapat untuk menyusun rencana pembangunan, setelah
rencana pembangunan disusun musyawarah lagi untuk

menyusun rancangan RPJM Desa, setelah itu ditetapkan

bersama.

- Siapa sajakah yang terlibat dalam penyusunan RPJM Desa?

: Ada saya sebagai pembina, ada juga perangkat desa lainnya, ada

juga BPD, kemudian tim penyusun itu sendiri.

: Kapan RPJM Desa itu disusun dan ditetapkan?

. Setelah saya dilantik untuk penyusunannya, kalau untuk

penetapannya sepertinya akhir tahun mbak.



Pertanyaan

Narasumber

Pertanyaan

Narasumber

Pertanyaan

Narasumber

Pertanyaan

Narasumber

Pertanyaan

Narasumber

Pertanyaan

: Mengenai RKP Desa apakah berjalan dengan baik?
: Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik.

. Apakah penyusunan RKP Desa berhubungan dengan RPJM

Desa?
lya berhubungan mbak, soalnya kan RKP Desa sendiri

penjabaran dari RPJM Desa.

: Bagaimana proses penyusunan RKP Desa itu sendiri?

: Dalam membuat RKP Desa kita kan berpacu pada RPJM Desa,

untuk penyusunannya seperti halnya membuat RPJM Desa,

Cuma bedanya pada langkah awal, itu awalnya BPD
mengadakan musyawarah untuk penyusunan perencanaan
pembangunan lalu kita menentukan tim penyusun untuk RKP
Desa lalu kita adakan musyawarah untuk penyelarasan program
dan menentukan skala prioritas program, lalu musyawarah lagi
untuk menyusun rancangan RKP Desa dan menetapkan RKP

Desa.

: Kapan RKP Desa disusun dan ditetapkan?
: Disusun dan ditetapkannya di bulan Januari kalau tidak salah.

: Mengenai APB Desa, apakah APB Desa berhubungan dengan

RKP Desa?

: lya mbak, RKP Desa itu menjadi acuan dalam pembuatan APB

Desa, tapi juga harus dilampiri dengan RAB.

: Bagaimana proses penyusunannya?



Narasumber

Pertanyaan

Narasumber
Pertanyaan

Narasumber

Pertanyaan

Narasumber

Pertanyaan

Narasumber
Pertanyaan
Narasumber

Pertanyaan

Narasumber

Pertanyaan

: Prosesnya yaitu membuat rancangan APB Desa terlebih dahulu

kemudian hasil dari rancangan tersebut di verifikasi ke saya dan
di musyawarahkan bersama BPD, kemudian dari hasil
musyawarah akan disepakati bersama dan diundangkan menjadi

Peraturan Desa tentang APB Desa.

: Apakah yang membuat rancangan APB Desa itu sama seperti

pembuatan RPJM Desa atau RKP Desa?

: Tidak.
: Bagaimana proses membuat rancangan APB Desa?

: Yang pertama kan pak carik yang membuat rancangan itu mbak,

lalu ya di verifikasi terlebih dahulu sebelum disepakati bersama.

: Apakah yang membuat rancangan APB Desa hanya Sekretaris

Desa?

. lya mbak.

: Apakah hasil dari rancangan APB Desa yang sudah disepakati

dilaporkan kepada Bupati?

. lya mbak dilaporkan setelah 2 hari disepakati.
: Kapan peraturan desa tentang APB Desa itu ditetapkan?
: Sepertinya bulan November mbak.

. Apakah pernah terjadi pembatalan peraturan desa mengenai

APB Desa?

: Selama ini tidak pernah mbak.

: Apakah desa sudah mempunyai rekening desa?



Narasumber
Pertanyaan

Narasumber

Pertanyaan

Narasumber

Pertanyaan

Narasumber

Pertanyaan

Narasumber

Pertanyaan

Narasumber

Pertanyaan

Narasumber

Pertanyaan

: Sudah mbak.
: Apakah dalam melayani publik terjadi biaya administrasi?

. Kita tidak meminta biaya administrasi, karna di undang-

undangnya kan tidak memperbolehkan.

. Apakah didalam pengajuan dana untuk kadus yang akan

melaksanakan kegiatan seperti rehabilitas jalan harus meminta

persetujuan dari kepala desa?

- Jelas iya mbak, itu harus disahkan dulu kepada saya sebelumnya

pak carik yang memverifikasi.

: Apakah pernah terjadi perubahan APB Desa?

: Pernah mbak, tahun kemarin ini ada perubahan APB Desa jawab

dari pak wedi.

: Apakah perubahan APB Desa sendiri diumukan lagi kepada

BPD dan Bupati?

: lya mbak agar lebih jelas.

: Apakah Bendahara Desa melakukan penatausahaan dengan

baik?

. lya mbak, mbak yuli melakukan dengan baik.

: Apakah Bendahara Desa rutin dalam melaporkan pemasukan

pengeluaran dana desa?

: lya mbak selalu rutin setiap awal bulan biasanya.

: Apakah kepala desa menyampaikan laporan semester pertama

dan kedua kepada Bupati?



Narasumber

Pertanyaan

Narasumber

Pertanyaan

Narasumber

Pertanyaan

Narasumber

Pertanyaan

Narasumber

Pertanyaan

: lya mbak kalau yang pertama biasanya dilaporkan pada

pertengahan tahun, kalau untuk yang kedua biasanya di awal

tahun berikutnya.

: Apakah laporan pertama dilaporkan pada bulan Juli dan laporan

kedua dilaporkan pada bulan Januari?

. Kalau laporan pertama iya mbak tapi kalau laporan kedua

seinget saya dilaporkan pada bulan Februari, soalnya ada

keterlambatan dalam penyusunannya.

: Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa terdiri

dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan?

- lya mbak.

Apakah laporan pertanggungjawaban dilaporkan kepada

masyarakat?

: lya mbak pasti saya adakan rapat dan saya taruh di papan

pengumuman desa.

: Apakah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten pernah

melakukan pembinaan atau mengawasi penyaluran dana desa?

: Pernah mbak biasanya pada saat akhir semester.

: Saya pernah mendengar disini ada program SmartKampung,

apakah program tersebut berbeda dengan program yang berada

di RKP Desa?



Narasumber

Pertanyaan

Jawabnya

Pertanyaan

Narasumber

. Tanggal
Nama
Jabatan
Pertanyaan

Narasumber

Pertanyaan

: Tidak berbeda, jadi program itu juga dimasukkan kedalam RKP

Desa, letak perbedaannya itu berada di pencairan dana yang

dikeluarkan pemerintah kepada desa.

: Seperti apakah pelaksanaan program tersebut?

. lya contohnya seperti pelatihan ternak kambing yang kemarin

saya adakan itu, kemudian dalam hal pelayanan publik seperti
membuat surat kemiskinan, itu pembuatannya lebih cepat dari

sebelumnya.

: Apakah program tersebut berjalan dengan baik?

. Baik sekali malah kita mendapatkan juara 1 dari desa yang

menerapkan program ini.

: 12 April 2017

: Bapak Warso

: Sekretaris Desa

: Mengenai APB Desa, bagaimana proses penyusunannya?

: Proses penyusunannya itu saya membuat rancangan APB Desa

kemudian hasil dari rancangan tersebut diajukan kepada pak
kades untuk diverifikasi, setelah diverifikasi nanti akan
dimusyawarahkan bersama BPD, hasil dari musyawarah akan
disepakati bersama dan diundangkan menjadi peraturan desa

tentang APB Desa, setelah itu dilaporkan kepada Bupati.

: Kapan APB Desa itu dilaporkan?



Narasumber

. Tanggal
Nama
Jabatan

Pertanyaan

Narasumber

Pertanyaan

Narasumber

. Tanggal
Nama
Jabatan
Pertanyaan

Narasumber

5. Tanggal

: Untuk pelaporan APB Desa sendiri itu kami melaporkan pada

bulan November mbak.

: 14 April 2017
. Ibu Yuliatin
: Bendahara Desa

. Apakah Penatausahaan yang anda lakukan berjalan dengan

lancar?

: Saya melakukan penatausahaan sesuai dengan undang-undang

yang berlaku mbak. Seperti halnya adanya buku kas umum,

buku bank, dan buku kas pembantu.

: Apakah anda selalu rutin melaporkan kepada Kepala Desa tiap

bulan?

: Saya rutin lapor ke pak wedi masalah penerimaan dan

pengeluaran dana desa itu setiap tanggal diantara 3-6 di awal

bulan mbak.

: 10 April 2017

: Devi

: Operator Desa

. Apakah dalam pelayanan publik terjadi biaya administrasi?

. Dalam pelayanan juga saya ditegaskan bahwa tidak boleh

memungut dari masyarakat, karena sudah diatur dalam undang-

undang yang berlaku.

: 11 April 2017



Nama
Jabatan

Pertanyaan

Narasumber

Pertanyaan

Narasumber

: Bapak Andi
: Tokoh Masyarakat

: Bagaimana menurut bapak dalam pengelolaan keuangan dana

desa di desa ini?

- Sepertinya berjalan dengan baik mbak.

: Apakah Kepala Desa sering melakukan rapat untuk membahas

tentang pengelolaan keuangan dana desa?

. lya mbak, seperti contohnya biasanya pak wedi mengadakan

rapat masalah ini, masalah perturan desa, dll. Saya juga sebagai
masyarakat ingin berpartisipasi dan ingin mengerti bagaimana

caranya dana itu berlangsung.
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